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BAB 1
PENGARUSUTAMAAN DAN PEMBANGUNAN

LINTAS BIDANG

1.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGARUSUTAMAAN

1.1.1 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

1.1.1.1 Permasalahan dan Isu StrategisPembangunan berkelanjutan diartikan sebagai: (i)Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosialmasyarakat; (ii) Pembangunan yang menjaga peningkatankesejahteraan ekonomi masyarakat dan (iii) Pembangunan yangmenjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat yang didukung olehtata kelola yang menjaga pelaksanaan pembangunan yang akanmeningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasiberikutnya.Dalam pelaksanaan pembangunan yang dapat menjagapeningkatan kualitas sosial masyarakat yang berlangsung saat ini,dalam pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan masih terdapatbeberapa permasalahan, antara lain perluasan lapangan kerja danpenurunan kemiskinan membaik, namun masalah nutrisi khususnya ditingkat balita, jumlah absolut penduduk miskin dan pengangguranmasih cukup besar. Selain itu, kesenjangan pendapatan dankesenjangan antar daerah juga masih terjadi.Di sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia terusmeningkat secara cukup stabil berkisar antara 5,0-6,6 persen selama15 (lima belas) tahun terakhir. Demikian pula, pertumbuhan di daerah-daerah juga terus meningkat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomiyang stabil tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kondisilingkungan hidup. Pembangunan ekonomi Indonesia masih bertumpupada sumbangan sumberdaya alam, yakni sebesar kurang lebih 25%Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya minyak, sumberdayamineral, dan hutan. Hal ini menyebabkan deplesi sumberdaya alam dandegradasi lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang dicerminkanpada kualitas air, udara dan lahan juga masih rendah. Sebagaicerminan, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang dipergunakanuntuk mengukur kualitas lingkungan hidup masih menunjukkan nilaisebesar 64,21 pada tahun 2012.Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang terus ditingkatkanharus dapat menggunakan sumberdaya alam secara efisien agar tidakmenguras cadangan sumberdaya alam, dipergunakan untuk mencapai
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kemakmuran yang merata, tidak menyebabkan masalah lingkunganhidup, sehingga dapat menjaga kualitas kehidupan dari satu generasike generasi berikutnya.
1.1.1.2 SasaranPengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang ingindicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untukmendukung kemandirian ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosialdan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjanganantar wilayah.2. Meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan dalampembangunan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkunganhidup, yang tercermin pada membaiknya indeks kualitaslingkungan hidup (IKLH).
3. Membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan, yangtercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayananpublik, serta menurunnya tingkat korupsi.
1.1.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan1. Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi,melalui strategi: (i) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terusterjaga secara positif dengan pengurangan kesejangan antarwilayah; (ii) peningkatan tingkat pendapatan (per kapita) sertapengurangan kesenjangan pendapatan atar kelompok; (iii)peningkatan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguranmenurun; (iv) penurunan tingkat kemiskinan sehingga jumlahpenduduk miskin berkurang; (v) ketahanan pangan termasukstabilisasi harga sehingga tingkat inflasi rendah; (vi) ketahananenergi, utamanya peningkatan akses masyarakat terhadap energi,peningkatan efisiensi dan bauran energi nasional; (vii)peningkatan akses transportasi/mobilitas masyarakat; (viii) danpenerapan pola produksi/kegiatan ekonomi dan pola konsumsihemat (tidak boros) dan ramah lingkungan.2. Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan sosial, melaluistrategi: (i) peningkatan kesetaraan gender untuk
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akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi danketerwakilan perempuan dalam organisasi; (ii) peningkatanketerjangkauan layanan dan akses pendidikan, kesehatan,perumahan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat; (iii)peningkatan keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflikhorisonal dan rendahnya tingkat kriminalitas; (iv) peningkatanpengendalian pertumbuhan penduduk; (v) peningkatanpelaksanaan demokrasi (indek demokrasi); (vi) dan pengendaliankekerasan terhadap anak, perkelahian, kekerasan dalam rumahtangga (KDRT).3. Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkunganhidup, melalui strategi: (i) peningkatan kualitas air, udara dantanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH; (ii)penurunan emisi GRK); (iii) penurunan tingkat deforestasi dankebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan (forest cover) sertapenjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati; (v)pengendalian  pencemaran laut, pesisir, sungai, dan danau; (vi)pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan DaerahAliran Sungai (DAS), dan (vii) pengurangan limbah padat danBahan Berbahaya dan Beracun (B3).
4. Meningkatkan tata kelola pembangunan yang secara transparan,partisipatif, inklusif dan peningkatan standar pelayanan minimumdi semua bidang dan wilayah untuk mendukung terlaksananyapembangunan berkelanjutan di berbagai bidang.
1.1.2 Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintahan yang  Baik

1.1.2.1 Permasalahan dan Isu StrategisTatakelola Pemerintahan yang Baik (good governance) telahmenjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan. Kualitas tatakelola pemerintahan adalah prasyarattercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek,menengah, maupun jangka panjang. Selain itu, penerapan tata kelolapemerintahan yang baik secara konsisten akan turut berkontribusipada peningkatan daya saing Indonesia di lingkungan internasional.Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsistenditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas,efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasimasyarakat.
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Konsep good governance di Indonesia menguat pada erareformasi ketika terdapat desakan untuk mengurangi peranpemerintah yang dianggap terlalu dominatif dan tidak efektif (bad
government). Untuk mengatasi hal ini negara perlu membagikekuasaan yang dimiliki dengan aktor lain yakni swasta (private sector)dan masyarakat sipil (civil society). Interaksi diantara ketiga aktor inidalam mengelola kekuasaan dalam penyelenggaraan pembangunandisebut governance. Interaksi dimaksud mensyaratkan adanya ruangkesetaraan (equality) diantara aktor-aktor terkait sehingga prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan lainsebagainya dapat terwujud. Namun demikian, dalamperkembangannya penerapan good governance belum mampumembuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalampenyelengaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Disisilain, peran pemerintah sebagai aktor kunci (key actor) pembangunancenderung berkurang dikarenakan pembagian peran dengan swasta.Namun demikian, beberapa upaya telah dilakukan olehpemerintah dalam rangka mendorong perluasan partisipasimasyarakat sebagai aktor pembangunan. Pada tahun 2011 PemerintahRepublik Indonesia menyepakati Declaration of Principles on Open
Government yang  melahirkan Open Government Partnership (OGP),yang mendorong pemerintah agar membuka diri dan membuka ruang-ruang partisipasi warga negara melalui berbagai skema kolaborasidemi terciptanya transparansi pemerintahan. Keterlibatan Indonesiatidak terlepas dari telah diterbitkannya UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU KIP menjadi landasanuntuk  memantapkan penerapan prinsip-prinsip governance dalampenyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untukmenginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah terbentuklembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 34kementerian, 36 Lembaga Negara/Lembaga SetingkatMenteri/LNS/LPP, 23 provinsi, 98 kabupaten, dan 36 kota. Rendahnyakuantitas PPID disebabkan karena masih rendahnya komitmenpimpinan badan publik mengenai pentingnya peran PPID, keterbatasankapasitas SDM pengelola informasi, sarana dan prasarana komunikasi,serta belum adanya dorongan dan upaya secara optimal untukmelaksanakan fungsi pelayanan publik.Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi),pemerintah terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaanreformasi birokrasi nasional (RBN) di segala area perubahan yangdisasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupunperubahan mindset dan culture set. Sampai dengan Juni 2014 75 K/Ltelah melaksanakan Reformasi Birokrasi dan disaat bersamaan
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sejumlah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota jugamelaksanaan hal serupa. Reformasi birokrasi diharapkan dapatmenciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggisehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat sehinggaberkontribusi pada peningkatan daya saing nasional dan keberhasilanpembangunan nasional di berbagai bidang.Untuk itu,  penerapan kebijakan pengarusutamaan tatakelolapemerintahan yang baik dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untukmenjawab dua persoalan sebagaimana tersebut diatas, yakni (i)perluasan ruang partisipasi masyarakat, dan (ii) penguatan kapasitaspemerintah. Kedua persoalan dimaksud akan menjadi pintu masukbagi upaya untuk mendorong pergeseran paradigma dari good
governance menjadi democratic governance, yang ditandai salahsatunya oleh pelayanan publik yang berkualitas. Terkait dengan haltersebut, kebijakan pengarusutamaan tatakelola RPJMN 2010-2014yang cenderung berada pada level teknikalitas di internal birokrasi,akan diperluas menuju penguatan partisipasi masyarakat dalamkerangka good governance. Hal ini sejalan dengan prioritaspembangunan pemerintahan saat ini yang telah menetapkan “Tata
Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya”sebagai salah satu agenda prioritas.Terdapat beberapa isu strategis yang akan menjadi penekananpada kebijakan pengarusutamaan tatakelola. Pertama, peningkatanketerbukaan informasi dan komunikasi publik. Kedua, peningkatanpartisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. Ketiga,peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan ReformasiBirokrasi di pusat dan daerah. Keempat, peningkatan kualitaspelayanan publik.
1.1.2.2 SasaranUntuk  itu  sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahanyang baik adalah (i) meningkatnya keterbukaan informasi dankomunikasi publik, (ii) meningkatnya partisipasi masyarakat dalamperumusan kebijakan publik, (iii) meningkatnya kapasitas birokrasi,dan (iv) meningkatnya kualitas pelayanan publik.
1.1.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan BidangUntuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arahkebijakan dan strategi sebagai berikut:1. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik,
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diantaranya melalui pembentukan Pembentukan Pusat PelayananInformasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka KeterbukaanInformasi Publik;2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan,diantaranya melalui penciptaan forum-forum konsultasi publik;3. Peningkatan kapasitas birokrasi, diantaranya melalui perluasanpelaksanaan Reformasi Birokrasi di pusat dan daerah;4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya melaluipenguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yangmeliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan,termasuk pengawasan oleh masyarakaUntuk itu, ditetapkan indikator pengarusutamaan tata kelolapemerintahan yang perlu diterapkan di tingkat kementerian/lembagaseperti disajikan dalam Tabel berikut.
TABEL 1.1

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

No. Isu/
Kebijakan Nasional

Kebijakan instansi dalam
Renja

Indikator di setiap
instansi

Sasaran
2015

Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik1 Pembentukan Pusat PelayananInformasi dan Dokumentasi(PPID) dalam rangkaKeterbukaan Informasi Publik
Pembentukan Pusat PelayananInformasi dan Dokumentasipada setiap unit organisasi - % PPID di tingkatProvinsi- % PPID di tingkatKabupaten dan Kota

100%
100%Kerjasama dengan media massadalam rangka public awareness

campaign

% K/L/D yang melakukanKerjasama dengan mediamassa dalam rangka Public
Awareness Campaign

100%
Publikasi semua prosesperencanaan dan penganggaranke dalam website masing-masing K/L/D

% K/L/D yangmempublikasikan prosesperencanaan danpenganggaran kepadamasyarakat
100%

Publikasi informasipenggunaan/pelaksanaananggaran % K/L/D yangmempublikasikanpenggunaan anggaran 100%
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No. Isu/
Kebijakan Nasional

Kebijakan instansi dalam
Renja

Indikator di setiap
instansi

Sasaran
2015

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan1 Penciptaan ruang-ruangpartisipasi dan konsultasipublik Pembentukan Forum KonsultasiPublik dalam perumusankebijakan % K/L/D yangmelaksanakan ForumKonsultasi Publik 100%
Pengembangan sistem publikasiinformasi proaktif yang dapatdiakses dan mudah dipahami % K/L/D yang memilikisistem publikasi informasidan mudah dipahami 100%
Pengembangan website yangberinteraksi dengan masyarakat % K/L/D yang memilikiwebsite yang interaktif 100%

Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi1 Penyusunan Grand Design dan
Road Map Reformasi Birokrasi Penyusunan Grand Design dan

Road Map Reformasi BirokrasiInstansi Tersusunnya Grand Designdan Road Map ReformasiBirokrasi Instansi 100%
2 Penataan kelembagaaninstansi Pemerintah(K/LPNK/LNS) yangmencakup penataan fungsidan struktur organisasinya

Melakukan restrukturisasiorganisasi dan tata kerjainstansi untuk rightsizing didasarkan pada Sasaran danKebijakan RPJMN dan RPJMD
% Tersusunnya strukturorganisasi dan tata kerjayang proporsional, efektif,efisien

100%

3 Penataan ketatalaksanaaninstansi pemerintah Penyederhanaan proses bisnisdan penyusunan SOP utamakhususnya yang berkaitandengan pelayanan kepadamasyarakat.
% SOP utama telahtersusun sesuai denganproses bisnis organisasi 100%

4 Pengembangan manajemenSDM Aparatur Peningkatan sistem merit dalammanajemen kepegawaian % penerapan sistem meritdalam manajemenkepegawaian 100%
Peningkatan kompetensi dankinerja pegawai - % pegawai yang telahmengikuti assesment

center sesuaikebutuhan- % pegawai yang telahmengikuti Diklat wajib- % penilaian kinerjapegawai berbasisprestasi kerja

100%
100%
100%

5 Sistem Seleksi PNS melalui Penerapan Sistem SeleksiBerbasis CAT system di seluruh % K/L/D yang 100%
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No. Isu/
Kebijakan Nasional

Kebijakan instansi dalam
Renja

Indikator di setiap
instansi

Sasaran
2015CAT System instansi pemerintah menggunakan CAT system

6 Pengembangan danpenerapan e-Government
Pengembangan dan penerapan
e-Government

Jumlah K/L/D yangmembangun danmenerapkan e-Governmentdalam menajemenpemerintahanya
100%

7 Penerapan e-Arsip Penerapan e-Arsip di tiap unitorganisasi pemerintah Manajemen arsip menjadilebih efektif 100%
8 Penyelenggaraan SistemAkuntabilitas KinerjaAparatur Penerapan sistem akuntabilitaskinerja instansi pemerintahberbasis Teknologi Informasi % Penerapan SAKIP  yangefektif dan efisien berbasisTeknologi Informasi 100%

Penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) yangberkualitas
% LAKIP K/L yangmemperoleh nilai B 90%
% LAKIP PemerintahProvinsi yang memperolehnilai B 75%
% Lakip PemerintahKabupaten dan Kota yangmemperoleh B 30%

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik1 Perluasan penerapan e-serviceuntuk pelayanan publik Pengembangan sistempelayanan publik berbasisteknologi informasi % Jumlah unit pelayananpublik  berbasis teknologiinformasi 100%
2 Penerapan Standar PelayananPublik pada Unit PelayananPublik Penerapan Standar PelayananPublik untuk seluruh unitpelayanan publik % unit penyelenggarapelayanan publik yangsudah menerapkan StandarPelayanan Publik

100%
Penyusunan SOP untukberbagai jenis pelayanan % unit penyelenggarapelayanan publik yangmemiliki SOP 100%

3 Penerapan Pelayanan TerpaduSatu Pintu untuk pelayananutama, perijinan dan investasi Percepatan PenerapanPelayanan Terpadu Satu Pintuyang efefktif dan efisien % Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah yangmenerapkan PelayananTerpadu Satu Pintu (OSS)
100%

4 Pembentukan unit Pengaduanmasyarakat yang berbasisteknologi informasi Penerapan manajemenpengaduan berbasis teknologiinformasi yang efektif pada % Unit PengaduanMasyarakat berbasisteknologi informasi 100%
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No. Isu/
Kebijakan Nasional

Kebijakan instansi dalam
Renja

Indikator di setiap
instansi

Sasaran
2015setiap unit pelayanan publik

5 Membangun sistempengelolaan dan layananinformasi public yang andaldan professional
Penerapan Unit PelayananPublik yang Berbasis TeknologiInformasi - % K/L/D yang memilikisistem pelayananpublik berbasis IT- % Unit Pelayanan/Pemda yangberkategori terbaiksesuai penilaian

100%
100%

K/L/D memiliki kebijakanStandar Pelayanan Minimal % K/L/D yang memilikikebijakan StandarPelayanan Minimal 100%
K/L/D memiliki standarpelayanan yang disusun secarapartisipatif % K/L/D yang memilikistandar pelayananpartisipatif 100%
K/L/D wajib melaksanakanForum Konsultasi Publik dalamrangka meningkatkan kualitaspelayanan publik

% K/L/D yangmelaksanakan ForumKonsultasi Publik 100%
K/L/D wajib mengembangkansistem publikasi informasiproaktif yang dapat diakses,dengan bahasa yang mudahdipahami

% K/L/D yang memilikisistem publikasi informasiproaktif yang dapat diakses,dengan bahasa yang mudahdipahami
100%

K/L/D wajib mengembangkanwebsite yang berinteraksidengan masyarakat % K/L/D yang memilikiwebsite yang interaktif 100%
1.1.3 Pengarusutamaan Gender

1.1.3.1 Permasalahan dan Isu StrategisPengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategimengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan.Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari prosesperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan danevaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUGditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan,yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh pendudukIndonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapatdicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki danperempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya,
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berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan prosespembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan danprogram pembangunan.Mandat untuk melaksanakan PUG oleh semuakementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah dimulai sejakdikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam PembangunanNasional. Mandat tersebut diperkuat melalui Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional (RPJPN) 2005 – 2025, yang dijabarkan dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 danRPJMN 2010-2014. Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, padatahun 2012 diluncurkan Strategi Nasional PercepatanPengarusutamaan Gender melalui Perencanaan, Penganggaran yangResponsif Gender (Stranas PPRG) melalui Surat Edaran Menteri NegaraPPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, danMenteri Negara PP dan PA tentang. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desajuga menyatakan pentingnya PUG dalam pembangunan danpemerintahan desa. UU tersebut mengatur bahwa Kepala Desa danBadan Permusyawaratan Desa berkewajiban melaksanakan kehidupandemokrasi dan berkeadilan gender. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah(PP) No. 43 Tahun 2014 Pasal 121 Ayat 1 (sebagai aturan pelaksanaandari UU No. 6 Tahun 2014) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatanpembangunan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilangender. Bahkan Badan Kerjasama antar Desa harusmempertimbangkan keadilan gender dalam keanggotaan dari tokohmasyarakat desa.Kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan salah satutujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025 dandijabarkan di dalam RPJMN 2015-2019 dihadapkan pada tiga isustrategis, yaitu: (1) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuandalam pembangunan; (2) meningkatnya perlindungan bagi perempuanterhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidanaperdagangan orang (TPPO); dan (3) meningkatnya kapasitaskelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dariberbagai tindak kekerasan. Oleh sebab itu, isu strategis dalampembangunan PUG adalah sebagai berikut.
Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran

perempuan dalam pembangunan.Upaya membangun kualitas manusia merupakan sasaran yangakan dicapai dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing.Upaya pembangunan tersebut ditujukan untuk kepentingan seluruhpenduduk tanpa membedakan jenis kelamin. Peningkatan kualitassumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender(IPG). IPM merupakan indikator (indeks komposit) yang mengukurkapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan (angka harapanhidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan tingkat melek huruf),dan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB per kapita yang dihitungberdasarkan paritas daya beli). Sedangkan IPG merupakan IPM yangsudah dikoreksi dengan tingkat disparitas gendernya. Data BPSmenunjukkan IPM dan IPG Indonesia cenderung meningkat. IPMmeningkat dari 72,3 persen pada tahun 2010 menjadi 73,8 persen padatahun 2013, dan IPG meningkat dari 67,2 persen menjadi 69,6 persen.Selanjutnya selisih antara IPM dan IPG semakin menurun dari 5,1persen pada tahun 2010 menjadi 4,2 persen pada tahun 2013, yangberarti bahwa kesetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunanmanusia di Indonesia semakin meningkat.Di samping Indeks Pembangunan Gender (IPG), indikatorkesetaraan gender lainnya yang bersifat makro dan menunjukkancapaian dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalampembangunan dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalamekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG merupakan indekskomposit yang dihitung berdasarkan variabel perempuan di parlemen,perempuan dalam angkatan kerja, perempuan pekerja profesional,pejabat tinggi, dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektornonpertanian. Selama tahun 2010-2013 IDG Indonesia jugamenunjukkan peningkatan dari 68,2 menjadi 70,5 (BPS).Peningkatan IPG antara lain didukung oleh pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di bidang pendidikan,kesenjangan Angka Melek Huruf (AMH) antara perempuan dan laki-laki semakin mengecil, yaitu dari 5,13 persen pada tahun 2010 menjadi5,11 persen pada tahun 2012. Hal ini karena AMH perempuanmeningkat lebih tajam dibanding laki-laki, yaitu dari 90,52 persenmenjadi 90,67 persen (Susenas, BPS). Di bidang kesehatan, AngkaHarapan Hidup (AHH) perempuan meningkat dari 71,47 tahun padatahun 2010 menjadi 71,69 tahun pada tahun 2012 (Susenas, BPS). Dibidang ekonomi, rasio upah perempuan terhadap laki-laki sedikitmeningkat dari 0,79 persen pada tahun 2010 menjadi 0,80 persen padatahun 2012 (Sakernas).Sementara itu, peningkatan IDG didukung oleh meningkatnyaperempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif danpartisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Persentase perempuanyang menduduki jabatan eselon I sampai eselon IV pada tahun 2014(Juli) meningkat dibandingkan kondisi 2010. Eselon I meningkat dari8,70 persen menjadi 13,47 persen, eselon II meningkat dari 7,55persen menjadi 11,39 persen, Eselon III meningkat dari 15,70 persen
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menjadi 19,75 persen, Eselon IV meningkat dari 24,90 persen  menjadi33,54 persen, dan Eselon V meningkat dari 25,34 persen  menjadi29,06 persen.Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara progresifsehingga memiliki daya saing baik di dalam negeri maupun di luarnegeri merupakan permasalahan yang dihadapi Indonesia dalammenghadapi arus globalisasi. Untuk negara ASEAN, IPM Indonesiamasih berada pada posisi keenam pada tahun 2012. Posisi yang samaseperti pada dua dekade sebelumnya. Selain itu, Indonesia termasuksatu dari tiga negara ASEAN dengan IndeksKetimpangan/Ketidaksetaraan Gender (IKG) yang tinggi, meskipuntelah melaksanakan berbagai program kesetaraan gender  (Human
Development Report, UNDP).Permasalahan gender yang terdapat di berbagai bidangpembangunan dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut. Dibidang pendidikan, permasalahan gender antara lain ditunjukkan olehperbedaan partisipasi pendidikan antara penduduk laki-laki danpenduduk perempuan. Dalam hal ini, partisipasi pendidikan anak laki-laki lebih rendah dibandingkan anak perempuan. Pada tahun 2012,untuk kelompok usia 7-12 tahun, 2,25 persen anak laki-laki dan 1,83persen anak perempuan tidak bersekolah, sementara untuk kelompokusia 13-15 tahun angkanya mencapai 11,4 persen untuk anak laki-lakidan 9,17 persen untuk anak perempuan. Untuk kelompok usia 16-18tahun persentase mereka yang yang tidak bersekolah tidak terlaluberbeda, yaitu 39,0 persen untuk anak laki-laki dan 38,8 persen untukanak perempuan. Prestasi akademik anak laki-laki juga tertinggaldibanding anak perempuan, baik dilihat dari nilai ujian nasionalmaupun dalam tes internasional seperti PISA (Programme for
International Student Assessment) dan TIMSS (Trends in International
Mathematics and Science Study). Di samping itu, proses belajarmengajar masih belum responsif gender.Di bidang kesehatan, walaupun Angka Harapan Hidup (AHH)perempuan meningkat, namun kesenjangan antara AHH perempuandan laki-laki pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2012 cenderungstagnan. Hal ini antara lain karena status kesehatan ibu belummemperlihatkan kemajuan yang berarti. Angka kematian ibu (AKI)melahirkan masih sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI2012). Kondisi ini masih jauh dari target MDGs sebesar 102 per100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Kasus HIV/AIDS di kalanganibu rumah tangga juga cenderung meningkat, yaitu mencapai 4.943kasus pada tahun 2012 (KPAN). Permasalahan gender lainnya dibidang kesehatan status kesehatan dan gizi anak balita laki-laki lebihrendah dibandingkan perempuan. Berdasarkan SDKI 2012, AngkaKematian Balita (AKBa) laki-laki sebesar 49 per 1.000 kelahiran hidup,
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sedangkan AKBa perempuan sebesar 37 per 1.000 kelahiran hidup.Sementara itu, prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada anak balitalaki-laki masing-masing sebesar 5,2 persen dan 13,9 persen, sedangkanpada anak balita perempuan masing-masing sebesar 4,6 persen dan12,1 persen (Riskesdas 2010).Sementara itu, permasalahan gender di bidang ketenagakerjaanadalah perbedaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antaraperempuan dan laki-laki yang cukup besar dari tahun ke tahun sertaTPAK perempuan menurun dari 51,76 pada tahun 2010 menjadi 50,28pada tahun 2013, sementara TPAK laki-laki menurun dari 83,76 padatahun 2010 menjadi 83,58 pada tahun 2013 (Sakernas). Hal tersebutantara lain disebabkan oleh kebijakan dan sarana prasarana di tempatkerja belum responsif gender.Selain itu, masih terdapat perbedaan rata-rataupah/gaji/pendapatan per bulan antara pekerja perempuan dan laki-laki. Upah atau pendapatan pekerja perempuan jauh lebih rendah darilaki-laki secara rata-rata, yaitu Rp 1,427 juta untuk perempuan dan Rp1,795 juta untuk laki-laki pada tahun 2013. Kondisi ini menyebabkankontribusi pendapatan perempuan untuk sektor non pertanian jauhlebih rendah dibanding laki-laki, dan kesenjangan kontribusipendapatan antara perempuan dan laki-laki cenderung meningkat(Sakernas). Di samping itu, terdapat masalah terkait tenaga kerjaperempuan. Pekerja perempuan banyak yang berstatus pekerja tidakdibayar seperti ibu rumah tangga atau membantu orang lain berusahadengan tidak mendapat upah/gaji, yaitu sekitar 30,83% persen(Sakernas 2013). Selain itu, gambaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI)juga masih belum mencerminkan status pekerja perempuan yangsejajar dengan laki-laki. Pada tahun 2013, sebagian besar TKI yangbekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh dan sebagainya karenapendidikan dan keahlian yang dimilikinya rendah adalah perempuan.Karena kurangnya pengalaman dan pendidikan mereka, TKImengalami banyak permasalahan, mulai dari pra-penempatan, masapenempatan, hingga purna penempatan (pemulangan), sertapermasalahan keluarga yang ditinggalkan.Di bidang ekonomi, dalam upaya pengentasan kemiskinanmasih terdapat permasalahan gender. Rumah tangga miskin yangdikepalai oleh perempuan (RTM-P) yang keluar dari kemiskinan lebihrendah dibandingkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki(RTM-L). Selama tahun 2006-2012, RTM-L mengalami penurunansebesar 1,09 persen, sedangkan RTM-P mengalami peningkatandengan angka yang sama. Untuk RTM-P yang menyandang disabilitasdan memiliki anggota disabilitas akan lebih sulit untuk keluar darikemiskinan. Selanjutnya, pola yang sama dan jauh lebih kontras terjadiuntuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan untuk rumah
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tangga miskin di perkotaan. Tingkat kedalaman dan keparahankemiskinan RTM-P lebih buruk dari RTM-L. Penurunan tingkatkedalaman kemiskinan RTM-P di perkotaan (7 persen) lebih rendahdari RTM-L (21 persen), dan penurunan tingkat keparahan kemiskinanuntuk RTM-P (19 persen) juga lebih rendah dari RTM-L (25 persen).Berbagai program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinantermasuk yang menargetkan perempuan sebagai penerima manfaattelah dilaksanakan, namun akses RTM-P terhadap program tersebutmasih terbatas.Di bidang politik, permasalahan keterwakilan perempuan dilembaga parlemen perlu mendapatkan perhatian khusus karena masihrendahnya dan menurunnya keterwakilan perempuan. Hal ini antaralain disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah perempuan yangmemiliki kualitas dan kualifikasi untuk berperan dalam dunia politik,kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aktor politik perempuan,dominannya orientasi patriarkis, dan sikap media massa yang kurangadvokatif terhadap potensi politik perempuan. Keterwakilanperempuan di lembaga legislatif pada periode 2014-2019 sebesar 16,6persen, menurun dibandingkan periode 2009-2014 sebesar 18,0persen  (KPU, 2014).Selanjutnya, pengambil keputusan di lembaga Eksekutifmeskipun proporsi perempuan sebagai pejabat eselon I sampai eselonIV mengalami peningkatan, peningkatan tersebut masih belumberimbang antara pejabat laki-laki dan perempuan. Berdasarkan dataBKN tahun 2014 (Juli), rasio menteri laki-laki dengan menteriperempuan masih sekitar 8:1. Sementara rata-rata rasio antara pejabatlaki-laki dan perempuan eselon I sekitar 6:1, eselon II sekitar 8:1,eselon III sekitar 4:1, dan eselon IV dan V sekitar 2:1. Demikian pulapada tingkat kabupaten/kota kondisinya tidak jauh berbeda.Di bidang hukum, masih terdapat peraturan perundang-undangan, kebijakan, program yang bias gender. Berdasarkan catatanKomnas Perempuan, peraturan daerah yang diskriminatif atau biasgender terus meningkat dari sebanyak 282 pada tahun 2012 menjadi342 pada tahun 2013. Permasalahan lainnya adalah jumlah aparatpenegak hukum yang responsif gender masih terbatas.Di bidang lingkungan hidup, perubahan iklim yang dapatmenyebabkan terjadinya krisis air bersih, pangan, dan ancamankesehatan, berdampak lebih besar terhadap perempuan dibandingkanlaki-laki. Hal ini disebabkan peran perempuan merupakan pelakukegiatan yang seringkali bersinggungan langsung dengan alam, yangmengakibatkan perempuan lebih rentan.Permasalahan gender seperti diuraikan di atas, muncul karena(i) belum tersedianya data terpilah di semua bidang pembangunan; (ii)masih rendah pemahaman, komitmen dan keterampilan para pelaku
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pembangunan dalam pengintegrasian perspektif gender dalam setiaptahapan pembangunan; dan (iii) kelembagaan PUG/PPRG diK/L/Pemerintah daerah masih bersifat ad-hoc. Berdasarkan
permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan
permasalahan gender terkait peningkatan kualitas hidup dan peran
perempuan dalam pembangunan lima tahun kedepan adalah
meningkatkan pemahaman, komitmen, dan keterampilan para pelaku
pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di
semua bidang dan tahapan pembangunan; penyediaan, analisis, dan
pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin di semua bidang
pembangunan; dan penguatan kelembagaan PUG/PPRG di
K/L/Pemerintah daerah.

Kedua, meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari
berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan
orang (TPPO). Dalam upaya peningkatan perlindungan perempuanterhadap berbagai tindak kekerasan sampai dengan tahun 2014, telahditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasarhukum, seperti UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan KonvensiPenghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention
on the Elimination of all Forms of Discrimination against
Women/CEDAW), UU No. 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 21 Tahun 2007tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 44Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Perpres No.69 Tahun 2008tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Di sampingitu, dalam rangka perlindungan tenaga kerja perempuan, telahditetapkan Permeneg PP dan PA No. 20 Tahun 2010 tentang PanduanUmum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia, yang meliputipemberdayaan ekonomi, ketahanan keluarga dan perlindungan anak-anak TKI dan Permendagri No. 26 Tahun 2012 tentang PemberdayaanMasyarakat yang akan Menjadi Calon dan Purna Tenaga KerjaIndonesia. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga memberikanbantuan hukum kepada WNI/BHI, terutama tenaga kerja perempuan diluar negeri.Untuk menangani perempuan yang mengalami kekerasan, telahdibentuk dan difungsikannya lembaga-lembaga pelayanan, seperti (a)279 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) yang tersebar di 33 provinsi dan 246 kabupaten/kota; (b)510 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres dan Polda;(c) 21 Pusat Krisis Terpadu/PKT di Rumah Sakit Umum DaerahVertikal/RSUD/RS Swasta; (d) 42 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RSPolri; (e) 22 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC); (f) 2 RumahPerlindungan Sosial Wanita (RPSW); (g) 5035 Badan PenasehatanPembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4); (h) 29 Citizen
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Service/Satgas Kemlu di perwakian RI di negara tujuan; (i) satu unitPusat Krisis Pengaduan oleh BNP2TKI; dan (j) Unit PengaduanMasyarakat di Kementerian PP dan PA. Untuk penangananperdagangan orang telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan danPenanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di 30 provinsi dan 166kabupaten/kota.Walaupun telah banyak perundang-undangan sebagai dasarhukum untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dansanksi bagi pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan, namunkasus kekerasan terhadap perempuan terus terjadi dan cenderungmeningkat, seperti KDRT, kekerasan di ruang publik (tempat kerja dantempat umum), dan TPPO. Data Komnas Perempuan menunjukkankasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang dilaporkanmeningkat dari 105.103 kasus pada tahun 2010 menjadi 279.760 kasuspada tahun 2013, dengan kasus KDRT yang tertinggi, yaitu sekitar101.128 kasus (96 persen) pada tahun 2010 menjadi 275.004 kasus(98 persen) pada tahun 2013. Sementara itu, kasus kekerasan di ranahpublik meningkat dari 3.530 kasus pada tahun 2010 menjadi 4.679kasus pada tahun 2013, serta kasus TPPO mencapai 614 kasus padatahun 2013. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, menunjukkan kasus kekerasan terhadapperempuan meningkat dari 15.648 kasus dari 29 Provinsi pada tahun2010, menjadi 21. 507 kasus dari 33 provinsi pada tahun 2012.Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasukTPPO tersebut disebabkan oleh: (i) masih tingginya tingkatkemiskinan; (ii) tingginya angka perkawinan pada usia muda, terutamapada perempuan; (iii) masih kurangnya upaya pencegahan kekerasanterhadap perempuan; (iv) belum optimalnya penegakan hukum danpemenuhan rasa keadilan bagi korban; dan (v) masih lemahnyaimplementasi kebijakan terkait peran dan fungsi kelembagaanpencegahan dan penanganan TPPO.Permasalahan yang dihadapi dalam melindungi perempuandari berbagai tindak kekerasan adalah: (i) belum tersedianya data yangdapat memberikan gambaran tentang besaran masalah KtP; (ii) masihkurangnya komitmen pemangku kepentingan terkait dalampencegahan dan penanganan KtP; (iii) masih kurang efektifnya layananpenanganan korban KtP, termasuk pemberdayaan perempuan korbankekerasan; (iv) masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenaibentuk-bentuk dan dampak KtP serta kesadaran untuk melaporkantindak KtP; dan (v) masih belum optimalnya kerjasama antarapemerintah dengan masyarakat dalam pencegahan dan penangananKtP. Berdasarkan permasalahan di atas, tantangan yang dihadapidalam meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai
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tindak kekerasan, termasuk TPPO, lima tahun ke depan adalah: (i)membangun sistem data dan informasi KtP; (ii) meningkatkankomitmen pemangku kepentingan terkait serta koordinasi antarK/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan danpenanganan KtP; (iii) meningkatkan efektifitas upaya-upayapencegahan KtP dan penanganan korban KtP; dan (iv) meningkatkankerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pencegahandan penanganan KtP.
Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan

kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak
kekerasan. Dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan PUG,sampai tahun 2013 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut. Untukpercepatan PUG di tingkat pusat dan daerah telah disahkan PetunjukPelaksanaan Stranas PPRG untuk kementerian/lembaga/ pemerintahdaerah, melalui Surat Edaran bersama Menteri Negara PPN/KepalaBappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PPdan PA pada tahun 2012. Untuk mengawal pelaksanaan PPRG didaerah, pada tahun 2013 telah dibentuk Sekretariat Bersama NasionalPPRG Daerah di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri sertatelah disahkan Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang PerubahanAtas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman UmumPelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan Permendagri No.27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Di sampingitu, telah disusun pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidangpembangunan di pusat dan daerah, seperti bidang kesehatan,pendidikan, pekerjaan umum, perdagangan, perindustrian, iptek,kelautan dan perikanan, dan infrastruktur. Selanjutnya, dibentuk dandifungsikannya pokja PUG di kementerian/lembaga/pemerintahdaerah serta dilaksanakan pelatihan dan fasilitasi penerapan PUG di 34kementerian/lembaga dan 33 provinsi.Capaian dalam peningkatan kapasitas kelembagaanperlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, antara laintelah disusunnya berbagai peraturan perundang-undangan terkaittindak kekerasan termasuk TPPO, seperti yang telah diuraikan di isustrategis kedua, serta aturan pelaksanaan seperti: Permeneg PP No. 01Tahun 2007 Tentang Forum Koordinasi Penghapusan KDRT, PermenegPP dan PA No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadubagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Permen PP dan PA No.20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Kebijakan Bina Keluarga TKI(BK-TKI), Permen PP No.24 tahun 2010 tentang Model PerlindunganPerempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender, Permeneg PP dan PANo. 22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional PelayananTerpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO, Permeneg PP dan PA No. 9
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Tahun 2011 Tentang Kewaspadaan Dini TPPO, Permeneg PP dan PANo. 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberdayaan PerempuanKorban Kekerasan, Permeneg PP dan PA No. 10 Tahun 2012 TentangPembentukan dan Penguatan Gugus Tugas PP-TPPO, Permeneg PP danPA No. 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Penanganan KorbanPerdagangan Berbasis Masyarakat dan Komunitas, serta PeraturanPresiden No. 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan PemberdayaanPerempuan dan Anak dalam Konflik SosialPermasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitaskelembagaan PUG antara lain: (i) belum optimalnya fungsi koordinasioleh lembaga koordinator terkait PUG/PPRG; (ii) masih terbatasnyajumlah dan kapasitas SDM yang dapat memfasilitasikementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang PUG/PPRG,termasuk data terpilah; (iii) belum optimalnya kerjasama pemerintah,perguruan tinggi, dan masyarakat dalam implementasi PUG/PPRG; (iv)kurangnya pemanfaatan pedoman pelaksanaan PUG/PPRG di berbagaibidang pembangunan/pemerintah daerah; (iv) belum melembaganyapenyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalampenyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan.Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkankapasitas kelembagaan perlindungan  perempuan dari berbagai tindakkekerasan antara lain: (i) masih terdapat disharmonisasi peraturanperundang-undangan dan kebijakan terkait KtP serta belumlengkapnya aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada;(ii) masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan terkaitperaturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP; (iii) belumoptimalnya koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan antarapusat dan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; (iv) masihterbatasnya jumlah dan kapasitas SDM dikementerian/lembaga/SKPD/unit layanan terkait KtP; (v) belummelembaganya  penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data KtPdalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatanpembangunan.Berdasarkan permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapidalam meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, lima tahun ke depanadalah: (i) meningkatkan kapasitas lembaga koordinator terkaitPUG/PPRG sehingga dapat mengkoordinasikan dan memfasilitasikementerian/lembaga/ pemerintah daerah tentang PUG/PPRG,termasuk data terpilah; (ii) meningkatkan kerjasama pemerintah,perguruan tinggi, dan masyarakat dalam implementasi PUG/PPRG; (iii)meningkatkan efektivitas pedoman pelaksanaan PPRG di berbagaibidang pembangunan/pemerintah daerah; dan (iv) melembagakanpenyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalampenyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan.
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Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkankapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindakkekerasan adalah: (i) harmonisasi peraturan perundang-undangan dankebijakan terkait KtP serta melengkapi aturan pelaksanaan dariperundang-undangan yang ada; (ii) meningkatkan pemahamanpemangku kepentingan tentang peraturan perundang-undangan dankebijakan terkait KtP; (iii) meningkatkan koordinasi antarkementerian/lembaga/SKPD dan pusat-daerah dalam dalampencegahan dan penanganan KtP; (iv) meningkatkan ketersediaan dankapasitas SDM di kementerian/lembaga/SKPD/unit layanan terkaitKtP; dan (v) melembagakan  penyediaan, pemutakhiran, danpemanfaatan data KtP dalam penyusunan kebijakan dan rencanaprogram/kegiatan pembangunan.
1.1.3.2 SasaranBerdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut di atas,secara umum sasaran pengarusutamaan gender dalam lima tahun kedepan adalah meningkatnya kesetaraan gender, yang diukur denganmenurunnya selisih IPM dan IPG, menurunnya GII atau IKG, danmeningkatnya IDG.Secara khusus, sasaran PUG lima tahun ke depan adalah: (1)Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidangpembangunan, yang diukur antara lain dari status kesehatan ibu, rasioAMH laki-laki dan perempuan, rasio rata-rata lama sekolah laki-lakidan perempuan, rasio partisipasi sekolah laki-laki dan perempuan,sumbangan pendapatan penduduk perempuan di sektor non pertanian,serta persentase perempuan sebagai pengambil keputusan di legislatif,eksekutif, dan yudikatif; (2) Meningkatnya perlindungan perempuandari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang diukur dariprevalensi/jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kurunwaktu tertentu; (3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dankelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasandi tingkat nasional dan daerah, yang diukur dari ketersediaanperaturan perundang-undangan, aturan pelaksanaan terkait PUG dankekerasan terhadap perempuan, data terpilah dan data kekerasanterhadap perempuan, SDM yang terlatih, serta terlaksananyakooordinasi antar-K/L/SKPD dan antar pusat dan daerah dalampelaksanaan PPRG serta pencegahan dan penanganan kekerasanterhadap perempuan.
1.1.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi BidangArah kebijakan pengarusutamaan gender dalam lima tahun ke
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depan antara lain: Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran
perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang dilakukanmelalui strategi: (1) Peningkatan pemahaman dan komitmen parapelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektifgender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, ditingkat nasional maupun di daerah; (2) Penerapan Perencanaan danPenganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidangpembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan (3) Peningkatanpemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari
berbagai tindak kekerasan,termasuk TPPO, yang dilakukan melaluistrategi: (1) Peningkatan pemahaman penyelenggara negara termasukaparat penegak hukum dan pemerintah, masyarakat dan dunia usahatentang tindak kekerasan terhadap perempuan; (2) Perlindunganhukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkaitkekerasan terhadap perempuan; serta (3) Peningkatan efektivitaslayanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layananpengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan danbantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan
kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak
kekerasan. Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PUGantara lain: (1) Penyempurnaan proses pembentukan peraturanperundangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dariperspektif gender; (2) Pelaksanaan review, koordinasi, danharmonisasi seluruh peraturan perundangan dari UU sampai denganperaturan daerah agar berperspektif gender; (3) Peningkatan kapasitasSDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan danmemfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentangpenerapan PUG, termasuk data terpilah; (4) Penguatan mekanismekoordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dandunia usaha dalam penerapan PUG; (5) Penguataan lembaga/jejaringPUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusatstudi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; (6) Penguatan sistempenyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untukpenyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatanpembangunan, seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilangender sampai kabupaten/kota sebagai basis insentif dan disinsentifalokasi dana desa; serta (7) Pemantauan dan evaluasi terhadappelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG.Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaanperlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan adalah: (1)Pelaksanaan review, koordinasi, dan harmonisasi peraturan
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perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP serta serta melengkapiaturan pelaksanaan dari perundang-undangan terkait; (2) Peningkatankapasitas SDM dalam memberikan layanan termasuk dalamperencanaan dan penganggaran; (3) Penguatan mekanisme kerjasamaantara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan,masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganankekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) Penguatan sistem datadan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan;serta (5) Pengembangan kerangka pemantauan dan evaluasi terkaitpenanganan kekerasan terhadap perempuan.Penerapan PUG di berbagai bidang pembangunan ditunjukkandalam tabel berikut.
TABEL 1.2

IMPLEMENTASI STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI
KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PELAKSANA

I. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan1 PenjaminanKepastian LayananPendidikan SD Tercapainya perluasan danpemerataan aksespendidikan SD berkualitas,berorientasi padapembentukan karakter, danrelevan dengan kebutuhanmasyarakat danpembangunan daerah

Rasio APMperempuan:laki-laki diSD/Paket A KementerianPendidikan danKebudayaan

2 Peningkatan Akses,Mutu, Kesejahteraandan Subsidi RA/BAdan Madrasah
Meningkatnya partisipasipendidikan di madrasahseluruh jenjang (MI, MTs,dan MA)

Rasio APM peserta didikperempuan : laki - lakipada MI/Ula KementerianAgama
3 PenjaminanKepastian LayananPendidikan SMP Tercapainya perluasan danpemerataan aksespendidikan SMP berkualitas,berorientasi padapembentukan karakter, danrelevan dengan kebutuhanmasyarakat danpembangunan daerah

Rasio APMperempuan:laki-laki diSMP/Paket B KementerianPendidikan danKebudayaan

4 Peningkatan Akses,Mutu, Kesejahteraandan Subsidi RA/BAdan Madrasah
Meningkatnya partisipasipendidikan di madrasahseluruh jenjang (MI, MTs,dan MA)

Rasio APK peserta didikperempuan : laki - lakipada MTs/Wustha KementerianAgama
5 Penyediaan danPeningkatan LayananPendidikan SMA Tercapainya perluasan danpemerataan aksespendidikan SMA Rasio APKperempuan:laki-laki diSMA KementerianPendidikan danKebudayaan
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANAberkualitas, berorientasipada pembentukankarakter, dan relevandengan kebutuhanmasyarakat danpembangunan daerah6 Penyediaan danPeningkatan LayananPendidikan SMK Tercapainya perluasan danpemerataan aksespendidikan SMKberkualitas, berorientasipada pembentukankarakter, dan relevandengan kebutuhanmasyarakat danpembangunan daerah

Rasio APKperempuan:laki-laki diSMK

7 Peningkatan Akses,Mutu, Kesejahteraandan Subsidi RA/BAdan Madrasah
Meningkatnya partisipasipendidikan di madrasahseluruh jenjang (MI, MTs,dan MA)

Rasio APK peserta didikperempuan : laki - lakipada MA/Ulya KementerianAgama
8 Penyediaan LayananPembelajaran danKompetensiMahasiswa

Tercapainya layananpembelajaran dankompetensi mahasiswa Rasio kesetaraan genderPT KementerianPendidikan danKebudayaan9 Peningkatan Akses,Mutu, Kesejahteraandan SubsidiPendidikan TinggiIslam
Meningkatnya aksespendidikan tinggikeagamaan Islam (PTKI)berkualitas untukmenghasilkan inovasi yangmendukung daya saingbangsa

Rasio APK peserta didikperempuan : laki - lakipada PTKI/Ma'had Aly KementerianAgama

10 Penyediaan LayananPendidikanMasyarakat TerselenggaranyaPendidikan Orang Dewasadan Masyarakat yangBerkualitas, berwawasangender, ESD, danKewarganegaraan global
Persentase Kab/Kota yangtelah menerapkanpengarusutamaan genderbidang pendidikan

KementerianPendidikan danKebudayaan
11 Percepatan PerbaikanGizi Masyarakat Meningkatnya pelayanangizi masyarakat 1. Jumlah ibu hamil  KEKyang mendapatkan PMT KementerianKesehatan2. Persentase bayi dananak  usia 6-23 bulankurang gizi yangmendapat MP-ASIsesuai standar12 PeningkatanKesehatan Ibu danReproduksi Meningkatnya akses dankualitas pelayanankesehatan ibu 1. Persentase ibu hamilyang mendapatkanpelayanan antenatal keempat (K4)13 PeningkatanKesehatan Bayi, Anak Meningkatnya akses dankualitas pelayanan 1. Persentase kunjunganneonatal pertama (KN1)
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANAdan Remaja kesehatan bayi, anak danremaja 2. Persentase Puskesmasyang melaksanakanpenjaringan kesehatanuntuk peserta didikkelas I, VII, dan X14 Peningkatan KualitasKesehatanReproduksi Meningkatnya KualitasPromosi dan KonselingKesehatan Reproduksi Persentase faskes KB yangmemenuhi standar dalammelaksanakan promosidan konseling kesehatandan hak-hak reproduksiyang berkualitas
BKKBN

15 PeningkatanAdvokasi dan KIEProgramKependudukan, KB,dan PembangunanKeluarga
Meningkatnya komitmen
stakeholders (pemangkukepentingan) dan mitrakerja serta meningkatnyapengetahuan masyarakatterhadap Program KKBPK

1. Persentase PUS, WUS,remaja dan keluargayang mendapatkaninformasi ProgramKKBPK melalui mediamassa (cetak danelektronik) dan medialuar ruang, terutamamedia lini bawah(poster, leaflet, lembarbalik, banner, mediatradisional)2. Persentase PUS, WUS,remaja dan keluargayang  mendapatkaninformasi KKB melaluitenaga lini lapangan dantenaga kesehatan16 PeningkatanKesertaan KB diWilayah dan SasaranKhusus
Meningkatnya pembinaankesertaan KB di wilayah dansasaran khusus Persentase kesertaan KBPria (Peserta KB Pria/PA)

17 PembinaanKetahanan Remaja Meningkatnya PengetahuanSikap dan Perilaku (PSP)remaja dan keluarga yangmemiliki remaja  tentangprogram GenerasiBerencana (GenRe)
1. Persentase PUS anggotaBKR yang ber KB2. Jumlah kelompok PIKKRR di satuanpendidikan (SLTP,SLTA, PT) danmasyarakat18 Asistensi sosial bagipenyandangdisabilitas Terlaksananya pemberianasistensi sosial bagipenyandang disabilitas didalam dan di luar sistemkeluarga
Jumlah penyandangdisabilitas yangmemperoleh asistensisosial di dalam dan di luarsistem keluarga (Jiwa)

KementerianSosial
19 Asistensi sosial bagilanjut usia Terlaksananya pemberianasistensi sosial bagi lanjutusia di dalam dan di luarsistem keluarga

Jumlah lanjut usia yangmemperoleh asistensisosial di dalam dan di luarsistem keluarga (Jiwa)
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANA20 Asistensi sosial bagikorban bencana alam,bencana sosial Terlaksananya pemberianasistensi sosial temporerbagi korban bencana alam,bencana sosial
Jumlah penduduk korbanbencana sosial yangmemperoleh asistensisosial temporer (Jiwa)21 Fasilitasi PolitikDalam Negeri Terlaksananya penyusunankebijakan, dukungan danfasilitasilembaga perwakilan danpartisipasi politik
1. Jumlah pendidikanpolitik untukpeningkatan kapasitaskelompok perempuan,penyandang disabilitas,dan kelompokmarjinal/rentan lainnya

DitjenKesbangpol -Kemdagri
2. Jumlah pendidikanpolitik untuk politisiperempuan3. Jumlah pembangunanjaringan antarkelompok perempuandi Indonesia22 Penyiapanpenyusunanrancangan peraturanKPU, advokasi,penyelesaiansengketa danpenyuluhanperaturanperundang-undanganyang berkaitandenganpenyelenggaraanPemilu

Prosentase penyusunanrancangan peraturanterkait keterwakilanperempuan dalamkepengurusan partaipolitik hingga 30%
KomisiPemilihanUmum (KPU)

23 Pedoman, petunjukteknis dan bimbinganteknis/supervisi/publikasi/sosialisasipenyelenggaraanpemilu danpendidikan pemilih

Jumlah pendidikan pemilihuntuk kelompokperempuan, penyandangdisabilitas, dan kelompokmarjinal/rentan lainnya
KomisiPemilihanUmum (KPU)

24 PembinaanPenyelenggaraanKegiatan PelayananKesehatan danPerawatan
Jumlah UPTpermasyarakatan yangmelaksanakan pelayananterhadap kelompok rentandan resiko tinggi sesuaistandar

Kemenhukham

25 PelaksanaanPengembanganPerkotaan 1. Jumlahperaturan/kebijakanpengembanganperkotaan
KementerianPekerjaanUmum danPerumahanRakyat2. Jumlah kota dankawasan perkotaanyang dibina penataan
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANAruangnya3. Jumlah kota yangdifasilitasi dalampengembangan KotaHijau, Kota Layak Huni,dan Kota Cerdas26 Peningkatanpenyelenggaraanpemagangan dalamdan luar negeri
Peningkatanpenyelenggaraanpemagangan Jumlah peserta yangmengikuti pemagangandalam negeri KementerianTenaga KerjaJumlah peserta yangmengikuti pemaganganluar negeri27 PengembanganStandarisasiKompetensi TenagaKerja
Pengembangan programpelatihan berbasiskompetensi Jumlah tenaga kerja/kelompok rentan yangmendapat pelatihanberbasis kompetensi28 Pengembangan danpeningkatanproduktifitas Peningkatan produktifitastenaga kerja Jumlah TK yang meningkatproduktivitasnya29 Pengembangan danPeningkatanPerluasanKesempatan Kerja
Terwujudnya kemudahanmasyarakat untukmenjangkau sumberdayaproduktif

Jumlah Tenaga KerjaSarjana yangDiberdayakan agarMenjadi Wirausaha Baru30 Penguatan inisiatifmasyarakat Menguatnya inisiatifmasyarakat dalampencapaian prioritasnasional
Jumlah kamunitaspendidikan yangditingkatkan perannyadalam rangka pencapaianfokus prioritas nasional

KementerianLingkunganHidup danKehutanan31 Peningkatan PeranMasyarakat Meningkatnya peranmasyarakat dalampencapaian prioritasnasional
1. Jumlah fasilitasipenyusunan strategidan model peningkatanperan masyarakat2. Jumlah targetrevitalisasi Kalpataru32 Partisipasimasyarakat 1. Jumlah lembagapemerintah yangberpartisipasi KementerianDesa,PembangunanDaerahTertinggal danTransmigrasi2. Jumlah lembaganonpemerintah yangberpartisipasi33 PeningkatanKapasitas SDM danMasyarakat diKawasanTransmigrasi
1. Jumlah SatuanPermukinan (SP) yangmendapat layanansosial budaya2. Jumlah KawasanPerkotaan Baru (KPB)yang mendapat layanansosial budaya
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANA3. Jumlah kawasantransmigrasi yangmendapat layanansosial budaya4. Jumlah SatuanPermukinan (SP) yanglembaga sosialbudayanya berfungsi5. Jumlah kawasantransmigrasi yanglembaga sosialbudayanya berfungsi6. Jumlah KawasanPerkotaan Baru (KPB)yang badanpengelolanya berfungsi
II. Peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan,termasuk TPPO1 PemantapanHubungan dan PolitikLuar Negeri diKawasan Asia Timurdan Pasifik

Meningkatnya kerja sama dibidangpolitik, keamanan, ekonomi,sosialbudaya antara RI dengannegara-negarakawasan Asia Timur danPasifik

Persentase penangananisu illegal migrant danhuman trafficking sertaisu-isu lainnya
KementerianLuar Negeri

2 PemantapanHubungan dan PolitikLuar Negeri diKawasan Asia Selatandan Tengah
Meningkatnya kerja sama dibidang politik, keamanan,ekonomi, sosialbudaya antara RI dengannegara-negarakawasan AsiaSelatan dan Tengah

Persentase penangananisu-isu Non TraditionalSecurity, illegal migrantdan human trafficking.
KementerianLuar Negeri

3 Peningkatanperlindungan danpelayanan WNI/BHIdi Luar Negeri
Meningkatnya pelayanandan perlindungan WNI/BHI Presentase PenyelesaianPermasalahan/ Kasus WNIdan BHI di Luar Negeri KementerianLuar Negeri

4 PeningkatanPerlindungan PekerjaPerempuan danPenghapusan PekerjaAnak
Meningkatnya PerlindunganPekerja Perempuan danPenghapusan Pekerja Anak 1. Jumlah perusahaanyang menerapkanNorma KerjaPerempuan

KementerianTenaga Kerja
2. Kerjasama LintasSektoral perlindunganpekerja perempuandan anak5 PenangananKekerasan TerhadapPerempuan Terlaksananya KegiatanPencegahan danPenanggulangan SegalaBentuk Kekerasan TerhadapPerempuan dan Pemenuhan
1. Jumlah kertaskebijakan yang terkaitrekomendasi untukpenyempurnaan danharmonisasi

KomnasHAM/KomnasPerempuan



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 27

NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANAHak Korban peraturanperundangan-undangan, hukum dankebijakan yangkondusif bagipenghapusan segalabentuk kekerasanterhadap perempuan2. Jumlah konseppengembanganmekanismepenanganan KtP diinstitusi penegakhukum dalam rangkapenguatan sistemperadilan pidanaterpadu penanganankasus kekerasanterhadap perempuan(SPPT-PKKTP)3. Jumlah kebijakanpenanganan KtP diinstitusi keagamaandan institusikemasyarakatanlainnya4. Jumlah kebijakanuntuk implementasiKurikulum pendidikanyang berlaku lokal dannasional yangberperspektif HAMdan gender5. Persentase pesebaranisu/wilayah/mitra dankelompok sasarankampanye publikdalam rangkapenyebarluasan isuKtP6. Persentase hasil kajiandan rekomendasi yangditindaklanjuti terkaitisu kekerasanterhadap perempuandan perlindunganHAM Perempuan7. Persentase penggunalayanan ResourceCentre KtP
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANA8. Jumlah konseppengembangan sistempemulihan dalammakna luas bagiperempuan korban9. Jumlah laporan hasilpemantauan termasukpendokumentasiandan pencarian faktaserta evaluasi atasfakta kekerasanterhadap perempuandan pelanggaran hakasasi perempuan10. Persentase pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti11. Jumlah aplikasipengaduan online dandatabase pengaduan12. Jumlah dokumenpenguatan fungsikelembagaan KomnasPerempuan sebagaiNHRI bermandatspesifik
III. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari

berbagai tindak kekerasan1 Pengarusutamaangender bidangpendidikan 1. Tersedianya kebijakan dibidang pendidikan yangresponsif gender (UU, PP,Perpres, Perda)
1. Jumlah kebijakanbidang pendidikanyang disusun,direview, dikoreksi,dan difasilitasi untukdiharmonisasikanmenjadi responsifgender

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya  data danhasil analisis  analisiskesenjangan genderbidang pendidikandengan memperhatikandimensi kewilayahan dansosial budaya

2. Jumlah  K/L terkait danPemda yang difasilitasiuntuk memiliki profilgender  bidangpendidikan3. Jumlah dokumen profilgender bidangpendidikan
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANA3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang pendidikan
4. Jumlah SDM terlatihtentang PUG bidangpendidikan di K/Lterkait , PemdaProvinsi, Kab/Kota,dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha  dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang pendidikan

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIEpelaksanaan kebijakanPUG bidangpendidikan
5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,serta antar pemerintah-masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang pendidikan

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam  pelaksanaankebijakan PUG bidangpendidikan7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L/SKPD  terkaitbidang pendidikan,organisasi nonpemerintah, pusatkajian, dan duniausaha dalampelaksanaan kebijakanpendidikan yangresponsif gender6. Terlaksananyapemantauan, analisis,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kebijakanPUG bidang pendidikan
8. Jumlah laporanpemantauan danevaluasi  pelaksanaankebijakan PUG bidangPendidikan (mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)2 Pengarusutamaangender bidangkesehatan yangresponsif gender

1. Tersedianya kebijakan dibidang kesehatan yangresponsif gender (UU, PP,Perpres, Perda)
1. Jumlah kebijakanbidang kesehatan yangdireview, dikoreksi,dan difasilitasi untukdiharmonisasikanmenjadi responsifgender

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis  analisiskesenjangan genderbidang kesehatan denganmemperhatikan dimensi
2. Jumlah  K/L terkait danPemda yang difasilitasiuntuk memiliki profilgender bidangkesehatan
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANAkewilayahan dan sosialbudaya 3. Jumlah dokumen profilgender bidangkesehatan3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalampelaksanaan kebijakanPUG  bidang kesehatan
4. Jumlah SDM terlatihtentang PUG bidangkesehatan di K/Lterkait , PemdaProvinsi, Kab/Kota,dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha   dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang kesehatan

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIEpelaksanaan kebijakanPUG bidang kesehatan

5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,serta antar pemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang kesehatan

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam pelaksanaankebijakan PUG bidangkesehatan7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L/SKPD, organisasinon pemerintah, pusatkajian, dan duniausaha terkait bidangkesehatan tentangpelaksanaan kebijakankesehatan yangresponsif gender6. TerlaksananyaPemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaporanpelaksanaan kebijakanPUG Bidang kesehatan
8. Jumlah laporanpemantauan danevaluasi  pelaksanaankebijakan PUG bidangkesehatan (mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)3 Pengarusutamaangender bidangsumber daya alamdan lingkungan

1. Tersedianya kebijakan dibidang sumber daya alamdan lingkungan yangresponsif gender (UU, PP,Perpres, Perda)
1. Jumlah kebijakanbidang sumber dayaalam dan lingkunganyang direview,dikoreksi,  dandifasilitasi untukdiharmonisasikanmenjadi responsifgender

KementerianPP dan PA
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KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANA2. Tersedianya data danhasil analisis  analisiskesenjangan genderbidang sumber daya alamdan lingkungan denganmemperhatikan dimensikewilayahan dan sosialbudaya

2. Jumlah  K/L terkait danPemda yang difasilitasiuntuk memiliki profilgender bidang sumberdaya alam danlingkungan3. Jumlah dokumen profilgender bidang sumberdaya alam danlingkungan3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalampelaksanaan kebijakanPUG  bidang sumber dayaalam dan lingkungan

4. Jumlah SDM terlatihtentang PUG bidangsumber daya alam danlingkungan di K/Lterkait, PemdaProvinsi, Kab/Kota,dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha  dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang sumber dayaalam dan lingkungan

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIEpelaksanaan kebijakanPUG bidang sumberdaya alam danlingkungan
5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,serta antar pemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang sumber dayaalam dan lingkungan

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam  pelaksanaankebijakan PUG bidangsumber daya alam danlingkungan7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L/SKPD, organisasinon pemerintah, pusatkajian, dan duniausaha terkait bidangsumber daya alam danlingkungan  tentangpelaksanaan kebijakansumber daya alam danlingkungan yangresponsif gender6. TerlaksananyaPemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaporanpelaksanaan kebijakanPUG Bidang sumber daya
8. Jumlah laporanpemantauan danevaluasi  pelaksanaankebijakan PUG bidangsumber daya alam dan
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SASARAN INDIKATOR PELAKSANAalam dan lingkungan lingkungan (mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)4 Pengarusutamaangender bidang politikdan pengambilankeputusan
1. Tersedianya kebijakan dibidang politik danpengambilan keputusanyang responsif gender(UU, PP, Perpres, Perda)

1. Jumlah kebijakanbidang politik danpengambilankeputusan yangdireview, dikoreksi,dan difasilitasi untukdiharmonisasikanmenjadi responsifgender

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis  analisiskesenjangan genderbidang politik danpengambilankeputusandenganmemperhatikan dimensikewilayahan dan sosialbudaya

2. Jumlah  K/L terkait danPemda yang difasilitasiuntuk memiliki profilgender bidang politikdan pengambilankeputusan3. Jumlah dokumen profilgender bidang politikdan pengambilankeputusan3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalampelaksanaan kebijakanPUG   bidang sumberdaya alam danlingkungan

4. Jumlah SDM terlatihtentang PUG bidangpolitik danpengambilankeputusan di K/Lterkait, PemdaProvinsi, Kab/Kota,dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha  dalampelaksanaan PUG bidangpolitik dan pengambilankeputusan

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIEpelaksanaan kebijakanPUG bidang politik danpengambilankeputusan
5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,serta antar pemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang  politik dan

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam  pelaksanaankebijakan PUG bidangpolitik danpengambilankeputusan7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L/SKPD, organisasi
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KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANApengambilan keputusan non pemerintah, pusatkajian, dan duniausaha terkait bidangpolitik danpengambilankeputusan tentangpelaksanaan kebijakanbidang politik danpengambilankeputusan yangresponsif gender6. TerlaksananyaPemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaporanpelaksanaan kebijakanPUG Bidang Politik danPengambilan Keputusan
8. Jumlah laporanpemantauan danevaluasi  pelaksanaankebijakan PUG bidangpolitik danpengambilankeputusan (mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)5 Pengarusutamaangender bidang hukum 1. Tersedianya kebijakan dibidang hukum yangresponsif gender (UU, PP,Perpres, Perda)
1. Jumlah kebijakanbidang hukum yangdireview, dikoreksi,dan difasilitasi untukdiharmonisasikanmenjadi responsifgender

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis  analisiskesenjangan genderbidang hukum denganmemperhatikan dimensikewilayahan dan sosialbudaya

2. Jumlah  K/L terkait danPemda yang difasilitasiuntuk memiliki profilgender bidang hukum3. Jumlah dokumen profilgender bidang hukum3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalampelaksanaan kebijakanPUG   bidang hukum
4. Jumlah SDM terlatihtentang PUG bidanghukum di K/L terkait,,Pemda Provinsi,Kab/Kota, dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha  dalampelaksanaan PUG bidanghukum

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIEpelaksanaan kebijakanPUG bidang hukum



34 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANA5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,serta antar pemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang  hukum

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam  pelaksanaankebijakan PUG bidanghukum7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L/SKPD, organisasinon pemerintah, pusatkajian, dan duniausaha terkait bidanghukum tentangpelaksanaan kebijakanhukum yang responsifgender6. TerlaksananyaPemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaporanpelaksanaan kebijakanPUG Bidang hukum
8. Jumlah laporanpemantauan danevaluasi  pelaksanaankebijakan PUG bidanghukum (mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)6 Pengarusutamaangender bidangketenagakerjaan 1. Tersedianya kebijakan dibidang ketenagakerjaanyang responsif gender(UU, PP, Perpres, Perda)

1. Jumlah kebijakanbidangketenagakerjaan yangdireview, dikoreksi,dan difasilitasi untukdiharmonisasikanmenjadi responsifgender

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis  analisiskesenjangan genderbidang ketenagakerjaandengan memperhatikandimensi kewilayahan dansosial budaya

2. Jumlah  K/L terkait danPemda yang difasilitasiuntuk memiliki profilgender bidangketenagakerjaan3. Jumlah dokumen profilgender bidangketenagakerjaan3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalampelaksanaan kebijakanPUG   bidangketenagakerjaan

4. Jumlah SDM terlatihtentang PUG bidangketenagakerjaan diK/L terkait,, PemdaProvinsi, Kab/Kota,dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi non
5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIEpelaksanaan kebijakanPUG bidangketenagakerjaan
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SASARAN INDIKATOR PELAKSANApemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha  dalampelaksanaan PUG bidangketenagakerjaan5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,serta antar pemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanPUG bidangketenagakerjaan

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam  pelaksanaankebijakan PUG bidangketenagakerjaan7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L/SKPD, organisasinon pemerintah, pusatkajian, dan duniausaha terkait bidangketenagakerjaantentang pelaksanaankebijakanketenagakerjaan yangresponsif gender6. TerlaksananyaPemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaporanpelaksanaan kebijakanPUG Bidangketenagakerjaan
8. Jumlah laporanpemantauan danevaluasi  pelaksanaankebijakan PUG bidangketenagakerjaan(mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)7 Pengarusutamaangender bidangkoperasi, usaha kecildan mikro, industri,dan perdagangan(KUKM dan Indag)

1. Tersedianya kebijakan dibidang KUKM dan Indagyang responsif gender(UU, PP, Perpres, Perda)
1. Jumlah kebijakanbidang KUKM danIndag  yang direview,dikoreksi, dandifasilitasi untukdiharmonisasikanmenjadi responsifgender

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis  analisiskesenjangan genderbidang KUKM dan Indagdengan memperhatikandimensi kewilayahan dansosial budaya

2. Jumlah  K/L terkait danPemda yang difasilitasiuntuk memiliki profilgender bidang KUKMdan Indag3. Jumlah dokumen profilgender bidang KUKMdan Indag3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalampelaksanaan kebijakanPUG  bidang KUKM dan
4. Jumlah SDM terlatihtentang PUG bidangKUKM dan Indag diK/L terkait,, PemdaProvinsi, Kab/Kota,dan Ormas
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SASARAN INDIKATOR PELAKSANAIndag
4. Meningkatnyapemahaman  pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha  dalampelaksanaan PUG bidangkoperasi, usaha mikrodan kecil, industri, danperdagangan

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIEpelaksanaan kebijakanPUG bidang KUKM danIndag

5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,serta antar pemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang KUKM danIndag

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam  pelaksanaankebijakan PUG bidangKUKM dan Indag7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L/SKPD, organisasinon pemerintah, pusatkajian, dan duniausaha  terkait bidangkoperasi, usaha mikrodan kecil, industri, danperdagangan tentangpelaksanaan kebijakanbidang KUKM danIndag6. TerlaksananyaPemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaporanpelaksanaan kebijakanPUG bidang KUKM danIndag
8. Jumlah laporanpemantauan danevaluasi  pelaksanaankebijakan PUG bidangKUKM dan Indag(mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)8 Pengarusutamaangender bidangpertanian, kehutanan,perikanan, kelautan,ketahanan pangan,dan agrobisnis

1. Tersedianya kebijakan dibidang pertanian,kehutanan, perikanan,kelautan, ketahananpangan, dan agrobisnisyang responsif gender(UU, PP, Perpres, Perda)

1. Jumlah kebijakanbidang pertanian,kehutanan, perikanan,kelautan, ketahananpangan, dan agrobisnisyang direview,dikoreksi,  dandifasilitasi untukdiharmonisasikanmenjadi responsifgender

KementerianPP dan PA
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KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANA2. Tersedianya data danhasil analisis  analisiskesenjangan genderbidang pertanian,kehutanan, perikanan,kelautan, ketahananpangan, dan agrobisnisdengan memperhatikandimensi kewilayahan dansosial budaya

2. Jumlah K/L terkait danPemda yang difasilitasiuntuk memiliki profilgender  bidangpertanian, kehutanan,perikanan, kelautan,ketahanan pangan, danagrobisnis3. Jumlah dokumen profilgender bidangpertanian, kehutanan,perikanan, kelautan,ketahanan pangan, danagrobisnis3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalampelaksanaan kebijakanPUG  bidang pertanian,kehutanan, perikanan,kelautan, ketahananpangan, dan agrobisnis

4. Jumlah SDM terlatihtentang PUG bidangpertanian, kehutanan,perikanan, kelautan,ketahanan pangan, danagrobisnis di K/Lterkait, PemdaProvinsi, Kab/Kota,dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman  pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha  dalampelaksanaan PUG bidangpertanian, kehutanan,perikanan, kelautan,ketahanan pangan, danagrobisnis

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIEpelaksanaan kebijakanPUG bidang pertanian,kehutanan, perikanan,kelautan, ketahananpangan, dan agrobisnis

5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,serta antar pemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang pertanian,kehutanan, perikanan,kelautan, ketahananpangan, dan agrobisnis

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam  pelaksanaankebijakan PUG bidangpertanian, kehutanan,perikanan, kelautan,ketahanan pangan, danagrobisnis7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L/SKPD, organisasinon pemerintah, pusatkajian, dan duniausaha  terkait bidangpertanian, kehutanan,
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SASARAN INDIKATOR PELAKSANAperikanan, kelautan,ketahanan pangan, danagrobisnis tentangpelaksanaan kebijakanpertanian, kehutanan,perikanan, kelautan,ketahanan pangan, danagrobisnis yangresponsif gender6. TerlaksananyaPemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaporanpelaksanaan kebijakanPUG bidang pertanian,kehutanan, perikanan,kelautan, ketahananpangan, dan agrobisnis

8. Jumlah laporanpemantauan danevaluasi  pelaksanaankebijakan PUG bidangpertanian, kehutanan,perikanan, kelautan,ketahanan pangan, danagrobisnis (mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)9 Pengarusutamaangender bidang Iptekdan sumber dayaekonomi
1. Tersedianya kebijakan dibidang Iptek dan sumberdaya ekonomi yangresponsif gender (UU, PP,Perpres, Perda)

1. Jumlah kebijakanbidang Iptek dansumber daya ekonomiyang direview,dikoreksi,  dandifasilitasi untukdiharmonisasikanmenjadi responsifgender

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis  analisiskesenjangan genderbidang Iptek dan sumberdaya ekonomi denganmemperhatikan dimensikewilayahan dan sosialbudaya

2. Jumlah  K/L terkait danPemda yang difasilitasiuntuk memiliki profilgender  bidang Iptekdan sumber dayaekonomi3. Jumlah dokumen profilgenderbidang Iptekdan sumber dayaekonomi3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalampelaksanaan kebijakanPUG  bidang Iptek dansumber daya ekonomi

4. Jumlah SDM terlatihtentang PUG bidangIptek dan sumber dayaekonomi di K/L ,Pemda Provinsi,Kab/Kota, dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman  pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,
5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIEpelaksanaan kebijakanPUG bidang Iptek dansumber daya ekonomi
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SASARAN INDIKATOR PELAKSANAdan dunia usaha   dalampelaksanaan PUG bidangIptek dan sumber dayaekonomi5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,serta antar pemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang Iptek dansumber daya ekonomi

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam  pelaksanaankebijakan PUG bidangIptek dan sumber dayaekonomi7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L/SKPD, organisasinon pemerintah, pusatkajian, dan duniausaha terkait bidangIptek dan sumber dayaekonomi tentangpelaksanaan kebijakanIptek dan sumber dayaekonomi yangresponsif gender6. TerlaksananyaPemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaporanpelaksanaan kebijakanPUG  bidang Iptek dansumber daya ekonomi
8. Jumlah laporanpemantauan danevaluasi  pelaksanaankebijakan PUG bidangIptek dan sumber dayaekonomi (mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)10 Pengarusutamaangender bidanginfrastruktur 1. Tersedianya kebijakan dibidang infrastruktur yangresponsif gender (UU, PP,Perpres, Perda)
1. Jumlah kebijakanbidang infrastrukturyang direview,dikoreksi,  dandifasilitasi untukdiharmonisasikanmenjadi responsifgender

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis  analisiskesenjangan genderbidang infrastrukturdengan memperhatikandimensi kewilayahan dansosial budaya

2. Jumlah  K/L terkait danPemda yang difasilitasiuntuk memiliki profilgender  bidanginfrastruktur3. Jumlah dokumen profilgender bidanginfrastruktur3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalam
4. Jumlah SDM terlatihtentang PUG bidanginfrastruktur di K/L ,Pemda Provinsi,
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SASARAN INDIKATOR PELAKSANApelaksanaan kebijakanPUG  bidang infrastruktur Kab/Kota, dan Ormas
4. Meningkatnya  pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha   dalampelaksanaan PUG bidanginfrastruktur

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIEpelaksanaan kebijakanPUG bidanginfrastruktur
5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,serta antar pemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang infrastruktur

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam pelaksanaankebijakan PUG bidanginfrastruktur7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L/SKPD, organisasinon pemerintah, pusatkajian, dan duniausaha  terkait bidanginfrastruktur tentangpelaksanaan kebijakaninfrastruktur yangresponsif gender6. TerlaksananyaPemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaporanpelaksanaan kebijakanPUG Bidang infrastruktur
8. Jumlah laporanpemantauan danevaluasi  pelaksanaankebijakan PUG bidanginfrastruktur(mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)11 Peningkatanketersediaan  datagender dan anak 1. Tersedianya kebijakandata gender dan anak 1. Jumlah kebijakanterkait data gender dananak (NSPK) KementerianPP dan PA2. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L dan PemdaProvinsi terkaitpenyelenggaraan sistemdata gender dan anak
2. Jumlah SDM terlatihtentang sistem dataterpilah, statistikgender dan anak     diK/L dan Pemda3. Meningkatnya koordinasipelaksanaaan sistem datagender dan anak 3. Jumlah K/L dan Pemdayang  berkontribusiaktif dalampenyelenggaraansistem data gender dananak
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SASARAN INDIKATOR PELAKSANA4. TerlaksananyaPengelolaan SistemAplikasi dan JaringanSistem Informasi Genderdan Anak Website
4. Jumlah Sistem AplikasiData yang terintegrasidengan data K/Lterkait, Pemda, sertaSIM Pimpinan12 PeningkatanPerlindunganperempuan daritindak kekerasan

1. Tersedianya kebijakanperlindungan perempuandari tindak kekerasanyang lengkap danharmonis (PP, Perpres)
1. Jumlah kebijakanterkait perlindunganperempuan daritindak kekerasanyang disusun,direview, dikoreksi,dan diharmonisasikan

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis tentangkekerasan terhadapperempuan yangberkelanjutan
2. Jumlah  K/L terkaitdan Pemda yangdifasilitasi untukmemiliki profilkekerasan terhadapperempuan3. Jumlah dokumenprofil perlindunganperempuan daritindak kekerasan3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalampelaksanaan kebijakanperlindungan perempuandari tindak kekerasan

4. Jumlah SDM terlatihtentang pelaksanaankebijakanperlindunganperempuan daritindak kekerasan diK/L , Pemda Provinsi,Kab/Kota, dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman  pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha  tentangtindak kekerasanterhadap perempuanserta dampaknya

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIE tentangperlindunganperempuan daritindak kekerasan(pencegahan,penanganan, danpemberdayaan)
5. Meningkatnyakoordinasi, integrasi,sinkronisasi dan sinergiantar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antarpemerintah - masyarakattermasuk organisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanperlindungan perempuan

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam pelaksanaankebijakanperlindunganperempuan daritindak kekerasan diK/L dan Pemda7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA dengan
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANAdari tindak kekerasan K/L/SKPD, organisasinon pemerintah,pusat kajian, dandunia usaha terkaitpelaksanaankebijakanperlindunganperempuan daritindak kekerasan6. Terlaksananyapemantauan, analisis,evaluasi, dan pelaporantentang pelaksanaankebijakan perlindunganbagi tenaga kerjaperempuan

8. Jumlah laporanPemantauan danEvaluasi perlindunganbagi tenaga kerjaperempuan(mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)13 Peningkatanpencegahan danpenanganan tindakpidana perdaganganorang (TPPO)
1. Tersedianya kebijakanpencegahan danpenanganan TPPO  yanglengkap dan harmonis(PP, Perpres)

1. Jumlah kebijakanterkait pencegahandan penanganan TPPOyang disusun,direview, dikoreksi,dan diharmonisasikan
KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis tentangpencegahan danpenanganan TPPO  yangberkelanjutan
2. Jumlah  K/L terkaitdan Pemda yangdifasilitasi untukmemiliki profilpencegahan danpenanganan TPPO3. Jumlah dokumenprofil pencegahan danpenanganan TPPO3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalam pencegahandan penanganan TPPO
4. Jumlah SDM terlatihtentang  pencegahandan penanganan TPPOdi K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota,dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman  pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha  tentangpencegahan danpenanganan TPPO

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIE tentangperlindunganpencegahan danpenanganan TPPO
5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam pelaksanaankebijakan
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANAserta antar pemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampencegahan danpenanganan TPPO

pencegahan danpenanganan TPPO  diK/L dan Pemda7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L atau lembagaterkait pencegahandan penanganan TPPO6. Terlaksananyapemantauan, analisis,evaluasi, dan pelaporantentang pelaksanaankebijakan pencegahandan penanganan TPPO
8. Jumlah laporanPemantauan danEvaluasi pencegahandan penanganan TPPO(mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)14 Peningkatanperlindungan bagitenaga kerjaperempuan

1. Tersedianya kebijakanperlindungan bagitenaga kerjaperempuan yanglengkap dan harmonis(PP, Perpres)
1. Jumlah peraturanterkait perlindunganbagi tenaga kerjaperempuan  yangdisusun, direview,dikoreksi, dandiharmonisasikan

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis tentangperlindungan bagitenaga kerjaperempuan yangberkelanjutan
2. Jumlah  K/L terkaitdan Pemda yangdifasilitasi untukmemiliki profilperlindungan bagitenaga kerjaperempuan3. Jumlah dokumenprofil perlindunganbagi tenaga kerjaperempuan3. Meningkatnyakapasitas SDM di K/L ,Pemda Provinsi,Kab/Kota, dan Ormasdalam pelaksanaankebijakanperlindungan bagitenaga kerjaperempuan

4. Jumlah SDM terlatihtentang pelaksanaankebijakanpelaksanaankebijakanperlindungan bagitenaga kerjaperempuan di K/L ,Pemda Provinsi,Kab/Kota, danOrmas4. Meningkatnyapemahamanpemangku kepentingandan masyarakattermasuk organisasinon pemerintah, pusat
5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIE tentangperlindungan bagitenaga kerjaperempuan
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANAkajian, dan dunia usahatentang perlindunganbagi tenaga kerjaperempuan5. Meningkatnyakoordinasi, integrasi,sinkronisasi dan sinergiantar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antarpemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusatkajian, dan dunia usahadalam pelaksanaankebijakanperlindungan bagitenaga kerjaperempuan

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam  pelaksanaankebijakanperlindungan bagitenaga kerjaperempuan di K/Ldan Pemda7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPAdengan K/L/SKPD,organisasi nonpemerintah, pusatkajian, dan duniausaha terkaitpelaksanaankebijakanperlindungan bagitenaga kerjaperempuan6. Terlaksananyapemantauan, analisis,evaluasi, dan pelaporantentang pelaksanaankebijakan perlindunganbagi tenaga kerjaperempuan

8. Jumlah laporanPemantauan danEvaluasiperlindungan bagitenaga kerjaperempuan(mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)15 Peningkatanperlindungan bagiperempuan denganmasalah sosial
1. Tersedianya kebijakanperlindungan bagiperempuan denganmasalah sosial yanglengkap dan harmonis(PP, Perpres)

1. Jumlah kebijakanterkait perlindunganbagi perempuandengan masalahsosial  yang disusun,direview, dikoreksi,dandiharmonisasikan

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis tentangperlindungan bagiperempuan denganmasalah sosial  yangberkelanjutan
2. Jumlah  K/L terkaitdan Pemda yangdifasilitasi untukmemiliki profilperlindunganperempuan denganmasalah sosial3. Jumlah dokumenprofil perlindungan
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANAperempuan denganmasalah sosial3. Meningkatnyakapasitas SDM di K/L ,Pemda Provinsi,Kab/Kota, dan Ormasdalam pelaksanaankebijakan perlindunganbagi perempuan denganmasalah sosial

4. Jumlah SDM terlatihtentang pelaksanaankebijakanperlindungan bagiperempuan denganmasalah sosial diK/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota,dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman  pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusatkajian, dan dunia usahatentang perlindunganbagi perempuan denganmasalah sosial

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIE tentangperlindungan bagiperempuan denganmasalah sosial

5. Meningkatnyakoordinasi, integrasi,sinkronisasi dan sinergiantar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antarpemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusatkajian, dan dunia usahadalam pelaksanaankebijakanperlindungan  bagiperempuan denganmasalah sosial

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam pelaksanaankebijakanperlindungan bagiperempuan denganmasalah sosial diK/L dan Pemda7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPAdengan K/L/SKPD,organisasi nonpemerintah, pusatkajian, dan duniausaha  terkaitpelaksanaankebijakanperlindungan bagiperempuan denganmasalah sosial6. Terlaksananyapemantauan, analisis,evaluasi, dan pelaporantentang pelaksanaankebijakan perlindunganbagi perempuan denganmasalah sosial

8. Jumlah laporanPemantauan danEvaluasiperlindungan bagiperempuan denganmasalah sosial(mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANA16 Penyajian DataStatistik Kriminal danTeknologi Informasi Tersedianya basis data yangdapat menyajikan informasidata perkara secara akurat,cepat dan lengkap dalamrangka mewujudkanpenanganan perkara secaracepat danakuntabel serta dapatdiakses oleh masyarakat

Pengelolaan Data StatistikKriminal BerdasarkanJenis Penanganan Perkaradan PengembanganTeknologi SistemInformasi
KejaksaanAgung

17 Kerja Sama danInstrumen HAM Meningkatnya jumlahrekomendasi hasil telaahanperaturan perundang-undangan dalam perspektifHAM
Jumlah rekomendasi hasiltelaahan peraturanperundang-undangandalam perspektif HAM

Kemenhukham
18 PerancanganPeraturanPerundang-undangan Persentase RancanganPeraturan Perundang-undangan di bawah UUyang mampu menjawabkebutuhan masyarakatdan perkembangan globalyang disusun secara tepatwaktu

Kemenhukham

19 HarmonisasiPeraturanPerundang-undangan Persentase penyelesaianrancangan peraturanperundang-undangan dibidang kesejahteraanrakyat yangdiharmonisasikanberdasarkan permohonan

Kemenhukham

20 Pendidikan Kelautandan Perikanan Terpenuhinya tenagaterdidik yang kompetensesuai standar Jumlah peserta didik padasatuan pendidikan KKPsistem vokasi yangkompeten (orang)
KementerianKelautan danPerikanan21 ProgramPerencanaanPembangunanNasional BidangKependudukan,PemberdayaanPerempuan, danPerlindungan Anak

Tersusunnya dokumenperencanaan pembangunanbidang Kependudukan,Pemberdayaan Perempuan,dan Perlindungan Anak
Persentase (%) kesesuaianantara muatan rancanganRKP dengan RPJMN dibidang kependudukan,pemberdayaanperempuan danperlindungan anak(100%)

KementerianPPN/Bappenas

22 Kegiatan FasilitasiPemberdayaan Adatdan Sosial BudayaMasyarakat
1. Perumusan kebijakanperan/partisipasiperempuan dalampembangunan

KementerianDesa,PembangunanDaerahTertinggal danTransmigrasi2. Penguatan kelembagaanpemberdayaanperempuan dan PokjaPUG pusat daerah3. Penyusunan pedomankebijakan
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANApemberdayaanperempuan diperdesaan4. Fasilitasi peningkatanperanan wanita danpengarusutaam genderdi desa23 PengembanganTenaga danManajemenPengawasan Obat danMakanan
Terselenggaranyapengembangan tenaga danmanajemen pengawasanObat dan Makanan sertapenyelenggaraanoperasional perkantoran

Persentase Aparatur SipilNegara (ASN) yangditingkatkan kualitasnyamelalui pendidikan S1, S2,S3
Badan POM

24 PenyelenggaraanProgram DiplomaSTMKG Terlaksananya pendidikandi STMKG yang makinberkualitas Jumlah taruna MKG yangterdidik dan memenuhistandar mutu SDM BMKG BMKG
25 Pengarusutamaangender dalampembangunan bidangAparatur Negara danReformasi irokrasi

Meningkatnya keadilangender dalam manajemenASN 1. Jumlah peserta diklatdan diklat PIM yangberimbang antaraproporsi laki-laki danperempuan
LAN

2. Penghapusan aturanyang diskriminatifgender terkaitmanajemen ASN
KemenPANdan RB

3. Penguatan koordinasidan fasilitasi K/L/Dtentang penerapan PUGdalam manajemen ASN4. Peningkatan sarana danprasarana yangresponsif gender dikantor pemerintahan
KemenPANdan RB/KementerianPU

1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN LINTAS
BIDANG

1.2.1 Peningkatan Pemerataan dan Penanggulangan KemiskinanSelama kurun waktu lima tahun, pemerintah telah berhasilmenurunkan jumlah penduduk miskin (kurang mampu) sebanyak 4,25juta orang. Pada tahun 2009, persentase penduduk kurang mampumasih mencapai 14,15 persen (32,53 juta orang berada di bawah gariskemiskinan) dan pada bulan Maret 2014 angka kemiskinan menurunmenjadi 11,25 persen atau sebanyak 28,28 juta orang.Strategi penurunan kemiskinan yang diterapkan selamaperiode 2010-2014 adalah mengupayakan kebijakan yang terintegrasi
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(pro-poor, pro-job, pro-growth) untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Pengurangan kemiskinan dicapai melalui berbagaikebijakan afirmatif yang dilaksanakan melalui empat kelompokprogram, yakni 1) bantuan dan perlindungan sosial, 2) pemberdayaanmasyarakat, 3) pemberdayaan usaha mikro dan kecil, 4) program prorakyat.
1.2.1.1 Permasalahan dan Isu StrategisKetimpangan pembangunan merupakan permasalahanmultidimensi, yaitu bukan hanya menyangkut persoalan terbatasnyapendapatan atau aspek moneter untuk memenuhi penghidupan yanglayak, melainkan juga aspek non-moneter seperti geografis wilayahyang terkait erat dengan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar,terutama kesehatan dan pendidikan.Ketimpangan juga dapat dilihat berdasarkan indeks gini yangpada tahun 2013 mencapai angka 0,41. Pada kondisi tersebut,pertumbuhan konsumsi per kapita kelompok penduduk pada 40persen terbawah hanya tumbuh sekitar 2 persen (BPS dan TNP2K,2013). Sementara itu, pertumbuhan konsumsi per kapita rumah tanggakelas menengah (persentil 40-80) tumbuh relatif lebih tinggi (antara 2- 4,87 persen), meskipun masih jauh di bawah pertumbuhan konsumsikelompok berpendapatan tertinggi yang tumbuh di atas 4,87 persenatau di atas rata-rata pertumbuhan konsumsi rumah tangga nasional.Selain peningkatan ketimpangan, permasalahan mendasarselama pelaksanaan RPJMN 2009-2014 adalah perlambatan penurunantingkat kemiskinan. Jika dilihat dari tingkat kemiskinan pada bulanMaret 2014 yang mencapai 11,25 persen, jumlah penduduk kurangmampu yang mengalami peningkatan kesejahteraannya sejak tahun2010 kurang dari satu juta per tahun. Peningkatan ketimpangan danperlambatan penurunan kemiskinan selama empat tahun terakhirdisebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:
I. Pertumbuhan ekonomi yang kurang inklusif, yang ditunjukkandengan:1. Kondisi makro ekonomi dalam lima tahun terakhir yang tidakstabil akibat adanya krisis ekonomi global yang membuatpertumbuhan industri secara nasional relatif melambat. Hal inimenyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional cenderungmelambat.
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2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya terjadi pada sektortertentu, yakni sektor industri dan jasa. Kebutuhan tenagakerja dengan keterampilan rendah berkurang secara nyata,sehingga pertumbuhan industri tersebut lebih banyakdinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas.3. Kondisi booming kenaikan harga internasional dari komoditasekspor utama Indonesia seperti komoditas perkebunan (crude
palm oil) dan sumber daya alam (misalnya batu bara) yangterjadi pada 10 tahun terakhir. Keuntungan ini umumnya lebihdinikmati golongan pemilik modal karena sifatnya yang padatmodal atau yang memiliki keterampilan tinggi.4. Kurangnya perlindungan terhadap usaha mikro dan kecilmelalui kebijakan impor komoditas yang sama dengan yangdapat dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil akanmempengaruhi secara signifikan terhadap keberlangsunganusaha mikro dan kecil tersebut.5. Berkurangnya kebutuhan tenaga kerja kurang terampil dimanaterjadi transformasi struktur pasar tenaga kerja yang lebihmengarah pada sektor jasa yang lebih dinikmati oleh pendudukdi desil terkaya (Susenas 2012, diolah oleh Bank Dunia).6. Kurangnya akses terhadap sarana-prasarana pendukungekonomi mempengaruhi daya saing kelompok menengah kebawah. Hal ini berdampak pada terbatasnya produktivitasmasyarakat miskin dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.7. Tingkat pertumbuhan penduduk miskin relatif lebih tinggidibandingkan penduduk kelompok ekonomi menengah ke atas.Hal ini ditunjukkan dengan data SDKI (2012), dimana angkafertilitas pada kuantil terendah (TFR = 3,2) jauh lebih tinggidibandingkan dengan kuantil tertinggi (TFR = 2,2). Dengankondisi tingkat pendapatan yang lebih rendah dan jumlahanggota keluarga yang banyak maka pertumbuhan konsumsiper kapita menjadi lebih rendah.8. Keterbatasan kepemilikan lahan dan aset produktif yangmembatasi peningkatan produksi dan skala usaha yangmengakibatkan rendahnya pendapatan mereka.
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II. Perlindungan sosial yang belum komprehensifJumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, namunsebagian besar penduduk tersebut masih menghadapi kerentananterhadap berbagai risiko. Risiko siklus hidup yang dihadapi sepertisakit, disabilitas dan usia lanjut, serta berbagai guncangan lainnyaseperti krisis ekonomi, bencana alam, atau dampak negatif perubahaniklim. Pada penduduk kurang mampu, berbagai risiko tersebutmenyebabkan kemiskinan kronis atau kesulitan untuk keluar darikemiskinan. Menurut data Susenas (dari berbagai tahun), diperkirakan4,5 juta dari 6 juta rumah tangga termiskin menetap dalam kemiskinanselama 3 tahun lebih, sedangkan 1,5 juta rumah tangga termiskinterancam selalu dalam kondisi kemiskinan. Untuk itu, diperlukanserangkaian kebijakan dan program perlindungan yang memberipeluang bagi penduduk kurang mampu dan rentan untuk memilikikapasitas mengelola risiko dan menginvestasikan diri dan anak-anaknya agar memiliki kehidupan yang lebih baik.Pelaksanaan program-program perlindungan sosial saat inimasih terbatas, belum terkoordinasi dengan baik dan belum memilikiskema yang efektif. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)membuka peluang dikembangkannya skema perlindungan sosial yanglebih komprehensif. Untuk jaminan kesehatan, pemerintah memberibantuan iuran bagi penduduk kurang mampu. Saat ini, tercatat 88,1juta jiwa penduduk kurang mampu, termasuk 1,7 juta jiwa PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah memperoleh KartuIndonesia Sehat dan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namununtuk jaminan sosial ketenagakerjaan, cakupan saat ini masih terfokuspada pekerja sektor formal yang bervariasi sehingga belum mampumewujudkan keadilan sosial. Sebagian besar dari pekerja yang tidaktercakup jaminan sosial ketenagakerjaan adalah pekerja bukanpenerima upah.Perlindungan sosial juga ditujukan bagi pengembanganpemenuhan hak dasar dan lingkungan yang inklusif bagi kelompokmasyarakat marjinal yang menghadapi risiko. Kelompok ini terdiri daripenyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, fakir miskin, dankelompok marjinal lainnya seperti masyarakat adat, orang dengan HIVAIDS (ODHA), mantan narapidana, tuna sosial, serta korban kekerasan,eksploitasi dan NAPZA. Risiko dan kerentanan juga dihadapi kelompokmasyarakat marjinal usia produktif. Penyandang disabilitas misalnya,sebagian besar bekerja pada sektor informal karena menghadapieksklusi sosial.Melalui berbagai asistensi sosial, selama ini pemerintah telahmemberikan bantuan tunai, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta
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pemberdayaan bagi kelompok tersebut. Tantangan utama pelaksanaanprogram asistensi sosial saat ini adalah keberagaman jenis kerentanandari berbagai kelompok penduduk, serta lemahnya pendataan. Padatahun 2013 sebanyak 24,7 juta anak berada di dalam keluarga kurangmampu dan rentan, dan menghadapi risiko ketimpangan, ketelantaran,eksploitasi, dan kekerasan. Demikian pula pada kelompok lansia yangberjumlah 11,98 juta (2012), sebagian besar merupakan perempuanyang memiliki usia hidup lebih lama namun dengan kondisi fisik yangrentan. Saat ini baru 5,9 juta jiwa (2013) lansia kurang mampu yangtelah memiliki jaminan kesehatan. Sebagian besar dari mereka belummemiliki jaminan pensiun/hari tua sehingga terpaksa bekerja untukmemenuhi kebutuhan sehari-hari dan menghadapi risiko ketelantaran.
III. Ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasarKetidakmampuan dalam pemenuhan hak dasar atau karenaadanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompokmasyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat jugaberdampak pada pelambatan penurunan kemiskinan. Hak-hak dankebutuhan dasar masyarakat kurang mampu menyangkut hak untukmendapatkan identitas, pelayanan kesehatan, kecukupan gizi, aksesterhadap pendidikan, kepemilikan rumah yang layak, penerangan yangcukup, fasilitas sanitasi layak, dan akses terhadap air bersih. Walaupunpada umumnya akses terhadap pelayanan dasar telah meningkat,namun ketimpangan akses pelayanan dasar antar kelompokpendapatan masih cukup besar.Pertama, kepemilikan akte kelahiran adalah persyaratanpenting dan langkah awal untuk dapat mengakses bantuan pelayanandasar dan perlindungan sosial. Namun, berdasarkan data Susenas(2013), rata-rata kepemilikan akte kelahiran bagi penduduk usia 0-17tahun paling banyak terdapat di daerah perkotaan pada kelompok 60%terkaya dibandingkan daerah perdesaan dengan kondisi penduduk40% termiskin. Lemahnya akses terhadap identitas hukum berakibatpada ketimpangan kesempatan penduduk kurang mampu dan marjinaldalam memperoleh akses penghidupan yang layak.Kedua, ketimpangan dalam pelayanan dasar yang mencakupkesehatan, pendidikan, dan sanitasi. Ketimpangan terbesar antarkelompok pendapatan masih terjadi pada cakupan persalinan difasilitas kesehatan, angka partisipasi sekolah pada anak usia 16-18tahun dan cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadapsanitasi layak. Keterbatasan masyarakat kurang mampu dalammengakses pelayanan dasar tentunya berdampak pada tingkatkesejahteraannya, terutama status kesehatan dan tingkatpendidikannya.
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TABEL 1.3
KETIMPANGAN DALAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Indikator Cakupan

Cakupan
pada 40%
penduduk
berpendap

atan
terbawah

Ketimpangan akses
antara kelompok

penduduk berpendapatan
terbawah dan tertinggi

(rasio cakupan kuintil 1:
kuintil 5)Kepemilikan akte lahir 72.2 61.3 0.64Persalinan nakes* 83,1 68,8 0.60Persalinan di fasilitas kesehatan* 63,2 42,5 0.34Imunisasi dasar lengkap* 66,7 59,7 0.67Penggunaan alat keluargaberencana (KB) 44.6 46.4 1.20Angka partisipasi sekolah (7-12th) 98.02 na naAngka partisipasi sekolah(13-15th) 89.76 na naAngka partisipasi sekolah(16-18th) 61.49 na naAkses penerangan 64.9 52.3 0.57Akses air bersih 68.3 55.7 0.59Akses sanitasi layak 35.8 20.24 0.27Kepemilikan rumah layak huni 72.2 61.3 0.64

Sumber: Susenas 2012 kecuali yang ditandai dengan * (sumber: Survei Demografi Kesehatan Indonesia
2012) Persoalan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasarmasyarakat ini dapat dipandang dari tiga sisi yakni ketersediaanlayanan dasar (supply side), penjangkauan oleh masyarakat miskin(demand side), serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik.Ketersediaan layanan dasar (supply side), baik kuantitas maupunkualitas belum memadai dan menjangkau seluruh masyarakat miskin.Ketersediaan fasilitas layanan dan infrastruktur dasar, serta minimnyajumlah SDM penyedia layanan termasuk tenaga kesehatan, pendidikandan pekerja sosial menjadi kendala utama di wilayah-wilayah terpencil,tertinggal dan termiskin. Sementara itu, dari sisi demand side,kemampuan ekonomi, kesadaran dan perilaku masyarakat, serta faktorsosial dan budaya perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam halpemanfaatan pelayanan dasar oleh masyarakat. Selain sosialisasiprogram yang belum optimal, sistem rujukan terpadu untukmengakses pelayanan dasar yang ada di tingkat masyarakat belumtersedia. Dukungan kebijakan dan anggaran untuk pelayanan dasar
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selama ini telah tersedia, namun implementasinya masih perludioptimalkan.
IV. Terbatasnya akses masyarakat kurang mampu dalam

mengembangkan penghidupan secara berkelanjutanSecara umum, masyarakat kurang mampu sulit meningkatkanpenghidupannya karena memiliki karakteristik sebagai berikut: (i)memiliki keterbatasan dalam jejaring untuk mengakses pekerjaan danpermodalan; (ii) bekerja di sektor informal dan/atau memilikipenghasilan yang bersifat harian atau musiman dengan tingkatketidakpastian yang tinggi; (iii) rentan terhadap guncangan (shock);(iv) belum memadainya kepemilikan aset produksi, seperti lahan danperahu; (v) terbatasnya keterampilan dan kemampuan untuk memberinilai tambah pada hasil produksi; (vi) tidak memiliki keahlian lainketika pekerjaan utama terhambat.Mengingat semua permasalahan tersebut, upaya peningkatanpemerataan dan penanggulangan kemiskinan dalam lima tahunmendatang akan menghadapi tantangan diantaranya:a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, danberkelanjutan yang dibutuhkan untuk mempercepat peningkatanpemerataan dan penurunan kemiskinan. Untuk itu, tantangannyaadalah bagaimana menciptakan iklim investasi dan berusaha yangkondusif dan berpihak kepada masyarakat kurang mampu danrentan;b. Meningkatkan investasi di sektor padat pekerja sehingga dapatmenciptakan lapangan pekerjaan (job creation) yang dapatmenyerap pekerja kurang mampu usia produktif dengan tingkatpendidikan yang relatif rendah, yaitu SD, SMP, dan SMA.c. Memberikan perhatian khusus bagi usaha mikro dan kecilsehingga berdaya saing tinggi dan dapat terus tumbuh danberkembang menjadi usaha menengah, bahkan menjadi usahabesar;d. Kesiapan menghadapi globalisasi, terutama keterbukaan pasaryang berdampak pada tidak stabilnya harga komoditas domestikyang mempengaruhi daya beli dan kesejahteraan masyarakatkurang mampu dan rentan;e. Risiko ancaman perubahan iklim dan degradasi daya dukunglingkungan utamanya akan mempengaruhi petani dan nelayankarena menurunnya ketersediaan air, bencana, dan munculnyaberbagai penyakit akibat pemanasan global;
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f. Penyempurnaan sistem perlindungan sosial yang komprehensifdan integratif untuk seluruh penduduk, khususnya pendudukkurang mampu dan rentan termasuk masyarakat berkebutuhankhusus (anak, lansia, disabilitas, dan rentan lainnya);g. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektorpertanian yang masih terkendala pada tertinggalnya sarana danprasarana perekonomian dan terbatasnya akses terhadap kreditdan jasa keuangan untuk petani di daerah perdesaan;h. Meningkatkan ketepatan sasaran penerima, fokus, dan lokuskegiatan penganggaran, kapasitas pelaksana, komitmen,koordinasi, dan dukungan data dalam pelaksanaan programpenanggulangan kemiskinan;i. Pembagian peran baik pemerintah pusat maupun pemerintahdaerah yang optimal, termasuk keterpaduan pelaksanaan programpenanggulangan kemiskinan oleh berbagai pihak, diantaranyapemerintah daerah, pihak swasta, NGO/LSM atau pelaku lainnya;j. Mekanisme penganggaran, penyaluran, pelaporan danpertanggungjawaban di tingkat pusat, pemerintah daerah dan kepusat-pusat layanan dasar yang terlaksana dengan baik dan tepatwaktu;k. Praktek-praktek lokal yang tidak kondusif dalam pengembanganusaha masyarakat kurang mampu.Isu strategis dalam percepatan penurunan kemiskinan danpeningkatan pemerataan pada periode 2015-2019 adalah:(i) pertumbuhan ekonomi yang inklusif terutama bagi
masyarakat kurang mampu dan rentan,(ii) peningkatan penyelenggaraan perlindungan sosial yang
komprehensif bagi penduduk rentan dan pekerja informal,(iii)perluasan dan peningkatan pelayanan dasar untuk
masyarakat kurang mampu dan rentan, dan

(iv) pengembangan penghidupan berkelanjutan.

1.2.1.2 Sasaran BidangSesuai dengan amanat RPJP 2005-2025 danmempertimbangkan tingginya tingkat ketimpangan dan polapenurunan tingkat kemiskinan selama ini, permasalahannya, sertatantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang, maka
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sasaran utama (impact) yang ditetapkan adalah:a. Menurunnya tingkat ketimpangan secara nasional yang ditunjukandengan menurunnya gap pertumbuhan konsumsi per kapita pertahun antar kelompok pendapatan.b. Menurunnya tingkat kemiskinan pada kisaran 5-6 persen padaakhir 2019.
TABEL 1.4

TARGET KONDISI EKONOMI DAN KEMISKINAN 2015-2019

PERKIRAAN TARGET JANGKA MENENGAH

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tingkat
Kemiskinan
(%)

9,0-10,5(realisasiMaret:11,25%) 9,0-10,0 8,5-9,5 7,5-8,5 6,0-8,0 5,0-6,0
Sasaran (output) yang akan dicapai dalam lima tahunmendatang menurut isu strategis adalah sebagai berikut:A. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan pemerataan danpertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berpihak padamasyarakat kurang mampu dan rentan, diantaranya:a. Meningkatnya investasi padat pekerja;b. Meningkatnya kesempatan pekerjaan bagi penduduk kurangmampu dan rentan (decent job);c. Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil terhadapkesempatan pengembangan keterampilan, pendampingan,modal usaha, dan pengembangan teknologi;d. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatanekonomi yang berkualitas;e. Terbangunnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan,dan ekonomi yang inklusif terutama bagi penyandangdisabilitas dan lansia; danf. Meningkatnya cakupan perlindungan sosial bagimasyarakat kurang mampu dan rentan.B. Dalam penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensifbagi penduduk rentan dan pekerja informal sasaran umum yang
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akan dicapai sampai dengan tahun 2019 yaitu:a. Tersedianya asistensi sosial berbasis keluarga dan siklushidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirianyang mensejahterakan;b. Tersedianya program asistensi sosial temporer berbasisindividu, kelompok ataupun institusi yang tertata bagikelompok masyarakat marjinal, penduduk korban bencanaalam, bencana sosial, dan guncangan ekonomi yangmendukung produktifitas;c. Meningkatnya pendampingan dan pelayanan sosial bagipenduduk kurang mampu dan rentan, melalui rehabilitasiberbasis komunitas, standar pelayanan minimum (SPM) danakreditasi lembaga kesejahteraan sosial, serta sertifikasi danpeningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)kesejahteraan sosial;d. Meningkatnya penduduk kurang mampu dan rentan yangmasuk dalam cakupan skema jaminan kesehatan nasional,baik melalui subsidi pemerintah pusat dan daerah, maupunkepesertaan mandiri;e. Meningkatnya pekerja informal yang masuk ke dalamcakupan skema jaminan sosial ketenagakerjaan;f. Meningkatnya ketersediaan akses lingkungan dan sistemsosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia, dankelompok masyarakat marjinal pada setiap aspekpenghidupan;
g. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistemlayanan sosial terpadu dan regulasi untuk pengembanganakses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas,lansia, dan kelompok masyarakat marjinal;h. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memilikiregulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusifbagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompokmasyarakat marjinal;C. Sasaran yang ingin dicapai dalam perluasan dan peningkatanpelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentanadalah:a. Tersedianya Standar Pelayanan Minimum (SPM) terkait
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penyediaan paket pelayanan dasar bagi masyarakat kurangmampu dan rentan yang terintegrasi;b. Tersedianya kriteria penargetan sasaran pelayanan dasaryang disepakati K/L terkait dan pemerintah daerah;c. Tersedianya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintahdaerah secara sinergis yang mendorong penyediaan dandistribusi sumber daya manusia penyedia layanan (tenagakesehatan, tenaga pendidikan, dan pekerja sosial) dikantong-kantong kemiskinan yang diukur dari:
 meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
 terpenuhinya rasio guru-murid yang optimal dikantong-kantong kemiskinan
 meningkatnya ketersediaan pekerja sosiald. Tersedianya mekanisme stetsel aktif atau mekanismepelayanan terpadu dari Kementerian/Lembaga terkaitalternatif lainnya untuk menjangkau masyarakat kurangmampu dan rentan dengan pelayanan untuk mendapatkanidentitas hukum dan pelayanan administrasikependudukan;e. Tersedianya mekanisme pendataan, perencanaan danpenganggaran partisipatif terkait pelayanan dasar yangmelibatkan masyarakat kurang mampu dan rentan;f. Tersedianya mekanisme pemantauan oleh masyarakat ditingkat kecamatan dan/atau desa terhadap ketersediaandan kualitas pelayanan dasar, termasuk mekanisme untukmemberi umpan balik terhadap penyedia layanan.

TABEL 1.5
TARGET CAKUPAN PELAYANAN DASAR PADA TAHUN 2019

Indikator

Target cakupan
pada 40%

berpendapatan
terbawah

Ketimpangan akses
antara kelompok penduduk

berpendapatan terbawah dan
tertinggi

(rasio cakupan kuintil 1 : kuintil 5)Kepemilikan akte lahir 80 0.9Persalinan yang ditolongoleh tenaga kesehatanterlatih* 80 0.9Persalinan di fasilitas 70 0.9
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Indikator

Target cakupan
pada 40%

berpendapatan
terbawah

Ketimpangan akses
antara kelompok penduduk

berpendapatan terbawah dan
tertinggi

(rasio cakupan kuintil 1 : kuintil 5)kesehatan*Imunisasi dasar lengkap* 80 0.9Penggunaan alat keluargaberencana (KB) 70 0.9Angka partisipasi sekolah(7-12th) 100 0.9Angka partisipasi sekolah(13-15th) 95 0.9Angka partisipasi sekolah(16-18th) 80 0.9Akses penerangan 100 1.0Akses air bersih 100 1.0Akses sanitasi 100 1.0Rumah tanggaberpendapatan rendah yangdapat mengakses hunianlayak 21 Juta RumahTangga -
D. Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan penghidupanberkelanjutan adalah:a. Terfasilitasinya sebanyak mungkin Rumah Tangga kurangmampu yang tergabung dalam program P2B yangterintegrasi dengan program perlindungan sosial danpelayanan dasar dalam lima tahun mendatang;b. Terbentuknya kelembagaan pendampingan masyarakatkurang mampu di daerah sebagai media untukmeningkatkan kapasitas dan keterampilan pendudukmiskin;c. Terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerahdan swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitasdan keterampilan masyarakat dalam upaya membukakesempatan kerja dan pengembangan wirausaha;d. Terbentuknya kelembagaan keuangan yang membukapeluang akses masyarakat kurang mampu terhadap modaldan peningkatan aset kepemilikan;e. Terbentuknya kelompok masyarakat kurang mampu dikantong-kantong kemiskinan tingkat kecamatan sebagaimedia untuk pengembangan masyarakat kurang mampu;
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f. Terbentuknya mekanisme baku dalam pengembanganketerampilan masyarakat kurang mampu dan penyalurantenaga kerja dan pengembangan wirausaha; dang. Tersusunnya rencana pengembangan potensi lokal danpengembangan penghidupan masyarakat kurang mampuoleh pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota,dan kecamatan.
1.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi PembangunanArah kebijakan dalam rangka meningkatkan pemerataanditujukan melalui penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif danberkeadilan, dimana kebijakan ekonomi perlu diarahkan untukmendukung masyarakat ekonomi lemah, memperkuat kebijakantenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja terutama bagipenduduk kurang mampu dan rentan, penguatan konektivitas daridaerah tertinggal atau kantong kemiskinan ke pusat ekonomi terdekat,pertumbuhan penduduk yang optimal, serta peningkatan aksesterhadap lahan dan modal bagi penduduk miskin dan rentan.Mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan, perlu adanyakebijakan afirmatif yang secara khusus dapat mempercepat penurunankemiskinan. Kebijakan afirmatif ini dilakukan melalui berbagai upayaterpadu berdasarkan tiga isu strategis yakni penyempurnaanperlindungan sosial yang komprehensif, perluasan dan peningkatanpelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, danpengembangan penghidupan berkelanjutan. Perlindungan sosial danpelayanan dasar merupakan sebagian upaya yang dilakukan untukmemberi peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat miskin dan rentanagar dapat memiliki kapasitas mengelola berbagai risiko dalampembangunan. Dukungan lebih lanjut dilakukan melalui berbagaikebijakan untuk memberdayakan diri, keluarga dalam penghidupanberkelanjutan.Sebagai upaya peningkatan efektivitas dan keterpaduan upayapercepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan terobosan melaluipenetapan sasaran lokasi (geographic targeting) selain penetapansasaran rumah tangga miskin seperti yang dijalankan saat ini.Pelaksanaan seluruh strategi yang secara khusus ditujukan untukmengurangi kemiskinan, baik penetapan sasaran berbasis peroranganatau keluarga maupun sasaran yang berbasis wilayah, dilakukan secaraterpadu dengan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai datasasaran kelompok miskin dan wilayah miskin dimanfaatkan untukmerancang dan memadukan intervensi program sedemikian rupasehingga anggaran yang dipergunakan semakin efisien dan efektif.
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A. Arah Kebijakan untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dalam
Upaya Peningkatan PemerataanUntuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang inklusif,arah kebijakan dan strategi pembangunan yang ditempuh dalamrangka peningkatan pemerataan mencakup:1. Mengarahkan kebijakan fiskal yang mendukung penghidupanmasyarakat miskin dan rentan terutama pengeluaran publikyang bersifat bantuan sosial yang bersasaran seperti bantuantunai bersyarat, bantuan perumahan layak huni bagimasyarakat kurang mampu, bantuan produksi pertanian dannelayan, bantuan peningkatan keterampilan petani, nelayan,dan usaha penduduk kurang mampu lainnya.2. Menghindari adanya kebijakan pemerintah lainnya yangbersifat counter-productive terhadap usaha mikro dan kecilmelalui sinkronisasi kebijakan antar sektor pertanian,perdagangan dalam dan luar negeri, serta aturan logistikkomoditas pangan.Arah kebijakan beserta program dan kegiatan merupakanbagian dari Prioritas Bidang Ekonomi, terkait Perdagangan danPrioritas Bidang Ketahanan Pangan.3. Kebijakan tenaga kerja yang kondusif dan perluasankesempatan kerja bagi penduduk kurang mampu dan rentanArah kebijakan beserta program dan kegiatan terkaitketenagakerjaan merupakan bagian dari Prioritas BidangEkonomi, terkait Ketenagakerjaan.4. Menguatkan konektivitas lokasi pedesaan denganpembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi diperdesaan yang dapat menghubungkan lokasi-lokasi produksiusaha mikro dan kecil kepada pusat ekonomi terdekat.5. Advokasi kepada penduduk kurang mampu dan rentan tentangpeningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak yangakhirnya dapat mengontrol pertumbuhan penduduk terutamapenduduk kurang mampu dan rentan.
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6. Meningkatkan akses penduduk kurang mampu terhadapkepemilikan lahan terutama lahan pertanian dan akses terhadapmodal usaha dan peningkatan keterampilan kompetensi.Arah kebijakan beserta program dan kegiatan terkaitkepemilikan lahan merupakan bagian dari Prioritas BidangWilayah dan Tata Ruang, terkait Pertanahan.
B. Arah Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang

Komprehensif bagi Penduduk Rentan dan Pekerja InformalUntuk mencapai sasaran tersebut dan arah kebijakan sertastrategi penyelenggaraan perlindungan sosial terbagi atas:
1. Penataan asistensi sosial reguler berbasis keluarga dan

siklus hidupStrategi penataan asistensi sosial reguler meliputi:a. Mengintegrasikan berbagai asistensi sosial berbasiskeluarga bagi keluarga kurang mampu dan rentan sertamemiliki anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia,melalui penyaluran Program Keluarga Sejahtera dalambentuk bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfer),bantuan tunai langsung (unconditional cash transfer),pangan bernutrisi, dan pendampingan pengasuhan.b. Untuk penyaluran asistensi sosial dalam bentuk bantuantunai, disalurkan melalui lembaga penyalur dan skemauang elektronik (UNIK) dengan memanfaatkan lembagakeuangan digital (LKD) sebagai tempat pencairan bantuan.Mekanisme pembayaran alternatif dengan menggunakanfasilitas perbankan ini bertujuan untuk mempermudahakses penyaluran dan mendorong inklusi keuangan bagikeluarga kurang mampu dan rentan.c. Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasiskomunitas untuk PMKS yang berada di luar sistemkeluarga, serta menjadikan pelayanan di dalamlembaga/panti sebagai alternatif terakhir. Pelayanan bagilanjut usia dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas,masyarakat adat dan kelompok masyarakat marjinal
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berbasis komunitas dapat dilakukan melalui peningkatankapasitas pendampingan sosial dan ekonomi untukmembangun produktifitas; pelatihan dalam pengasuhan(termasuk homecare dan daycare) agar memilikikesempatan yang sama dalam bidang pendidikan,kesehatan, dan aspek penghidupan lain, serta; kemudahandalam memperoleh pelayanan publik dan fasilitas umumuntuk mewujudkan kemandirian yang mensejahterakan.d. Meningkatkan integrasi program produktifitas ekonomibagi penduduk kurang mampu dan rentan, seperti melaluipeningkatan kemampuan keluarga dan inklusi keuanganuntuk stimulus ekonomi, serta peningkatan akses layanankeuangan sehingga membuka kesempatan bagipengembangan ekonomi.
2. Penataan asistensi sosial temporer berbasis risiko

kerentananStrategi penataan asistensi sosial temporer meliputi:a. Melaksanakan transformasi subsidi beras untuk rumahtangga miskin (Raskin) secara bertahap menjadi bantuanpangan bernutrisi (tidak hanya beras, namun juga untukbahan makanan lainnya, seperti telur, kacang-kacangan,susu, dsb) bagi keluarga kurang mampu dan rentan, sertabantuan pangan temporer bagi korban bencana alam,bencana sosial dan guncangan ekonomi. Transformasi inidilakukan pada beberapa aspek proses bisnis (business
process) pelaksanaan seperti pengadaan, penyimpanan,pendistribusian, dan pengembalian melalui mekanismepenyaluran bantuan menggunakan Kartu SimpananKeluarga Sejahtera (KSKS) yang melibatkan jaringan ritellokal sebagai outlet penggunaan uang elektronik.Pelaksanaan mekanisme ini dimulai di daerah yang telahmemiliki jaringan ritel memadai.b. Melaksanakan asistensi sosial temporer, baik yangberskala individu (seperti korban kekerasan,penyalahgunaan NAPZA dan trafficking), maupunkelompok (kebencanaan dan guncangan ekonomi).
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Pelaksanaan asistensi ini dilakukan melalui pemberianbantuan tunai sementara untuk jaminan kehidupan, modalekonomi produktif, serta bantuan penanganan danpendampingan konseling (trauma healing).c. Peningkatan pelaksanaan asistensi sosial temporerdiupayakan dapat dilaksanakan secara terpadu danterkoordinasi lintas kementerian/lembaga di tingkat pusatdan daerah. Penanganan secara terpadu dapatmenstandarisasi dan mengurangi kesenjangan pelayananyang diterima, sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal.d. Upaya penataan asistensi sosial temporer di tingkat pusatmaupun daerah dilakukan melalui i) peningkatankoordinasi dan pembagian wewenang dalam antarkementerian/lembaga dalam pelaksanaan asistensi sosialtemporer; ii) penyediaan layanan yang terintegrasi lintaskementerian/lembaga dalam penanganan kasus; iii)peningkatan akses dan cakupan pelayanan untuk individumaupun kelompok penduduk yang mengalamipermasalahan.
3. Perluasan cakupan SJSN bagi penduduk rentan dan

pekerja informalStrategi perluasan cakupan SJSN pada penduduk rentan danpekerja informal meliputi:a. Integrasi secara bertahap program jaminan kesehatandaerah (Jamkesda) dan jaminan kesehatan dasar lainnyayang diselenggarakan oleh sektor swasta, ke dalam JKN.Integrasi dilaksanakan melalui peningkatan advokasidan sosialisasi terhadap pemerintah daerah dan sektorswasta untuk bergabung dalam SJSN, ditandai denganmeningkatnya frekuensi sosialisasi Pemerintah Pusatdan BPJS kepada pemerintah daerah dan sektor swasta.b. Meningkatkan frekuensi dan cakupan sosialisasi terkaitpentingnya dan manfaat jaminan sosial kesehatan danketenagakerjaan bagi seluruh penduduk, khususnyapenduduk pekerja informal.
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c. Mengembangkan skema perluasan kepesertaan bagipenduduk rentan dan pekerja informal melalui berbagaipendekatan, termasuk metode pendaftaran, pembayaraniuran, dan klaim manfaat yang mudah. Hal ini ditandaidengan terbangunnya dan terlaksananya berbagaimetode pendaftaran dan pengumpulan iuran yangefektif, terutama bagi penduduk rentan dan pekerjainformal seperti petani dan nelayan.
4. Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas

penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok masyarakat
marjinal pada setiap aspek penghidupanStrategi pemenuhan hak dasar dan peningkatan inklusivitasmeliputi:a. Meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkatpusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar pendudukpenyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dankelompok masyarakat marjinal lain. Termasuk dalamproses perencanaan, penganggaran dan implementasiyang berpihak pada kelompok tersebut Untuk itu disusunRencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas2014-2019 serta regulasi pendukung bagi pelayananlanjut usia, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainsebagai salah satu acuan pelaksanaan pelayanan yanglebih inklusif;b. Mengembangkan sarana dan prasarana yang inklusif disekitar sarana pendidikan, kesehatan dan ekonomi, sertapengembangan kapasitas tenaga pelayanannya.Termasuk didalamnya adalah pengembanganstandarisasi pelayanan minimum, audit bangunan, dankompetensi tenaga pemberi layanan untuk memberikanlayanan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui: 1) penyediaanliterasi khusus bagi penyandang disabilitas seperti bahanajar dan buku teks dalam bentuk huruf Braille, audio CD,alat peraga visual; 2) penyediaan fasilitas pendukungyang ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia; 3)
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penyediaan tenaga layanan publik yang memilikipengetahuan dalam penanganan penyandang disabilitasdan lansia; 4) penyediaan sarana pelatihan danketerampilan kerja bagi penyandang disabilitas, serta; 5)pemanfaatan dan pengembangan teknologi dalampelayanan bagi penyandang disabilitas dan lansia.c. Mengembangkan sistem pendidikan inklusi khususnyabagi penyandang disabilitas, disertai dengan peningkatankesadaran para pendidik dan orang tua dari anak-anakdengan dan tanpa disabilitas. Pengembangan sistempendidikan inklusi dilaksanakan melalui: i) peningkatankapasitas guru dan tenaga pendidikan lain agar memilikikemampuan pendidikan penyandang disabilitas sertamanajemen kelas inklusif; ii) penyediaan sarana danprasarana yang mendukung proses pembelajaran bagipenyandang disabilitas, serta; iii) pengembangankurikulum untuk penyandang disabilitas.d. Meningkatkan penyuluhan sosial untuk pendidikan dankesadaran masyarakat mengenai lingkungan inklusif bagipenyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompokmarjinal lainnya. Penyuluhan dan pendidikandilaksanakan melalui pemanfaatan data dan teknologiinformasi; promosi/kampanye sosial melalui multimediadan media sosial; sosialisasi; pelatihan; dan aksi sosial;serta pengarusutamaan dengan peningkatan rehabilitasiberbasis komunitas di tingkat masyarakat untukmendukung sistem sosial dan lingkungan penghidupanyang inklusif penyandang disabilitas dan lansia. Hal inijuga mencakup edukasi pengasuhan terhadap keluargamiskin yang memiliki anggota yang menyandangdisabilitas dan lansia. Selain itu juga dilakukan penguatanperan organisasi penyandang disabilitas maupunorganisasi kemasyarakatan lainnya.
5. Penguatan peran kelembagaan sosialStrategi penguatan sistem dukungan perlindungan sosialmeliputi:
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a. Membangun sistem pelayanan sosial terpadu, pada tingkatkabupaten/kota hingga desa/kelurahan. Secara lebih rincisistem ini terdiri dari fungsi pengelolaan data, pelayanan,penjangkauan, serta pelaporan dan penanganan keluhan.Fungsi sistem ini antara lain adalah i) pemutakhiran datayang lebih reguler dan partisipatif, serta responsif padaperubahan demografis, dan kondisi sosial ekonomikhususnya bagi PMKS; ii) pengembangan penyediaanlayanan sosial yang responsif antar jejaring kerja, unitpelayanan, dan pekerja sosial yang terintegratif daerah, dan;iii) pengembangan penanganan pengaduan masyarakatyang integratif baik untuk program perlindungan sosial dipusat dan daerah.b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksana asistensisosial, termasuk pekerja sosial masyarakat, pendampingprogram dan lembaga pemberi pelayanan. Peningkatan inidilaksanakan melalui i) penguatan fungsi pendampingandan outreach oleh SDM kesejahteraan sosial dalam programasistensi sosial; ii) peningkatan jejaring kerjakesetiakawanan sosial melalui media, dunia usaha, danmasyarakat, termasuk diantaranya forum kepemudaan,pekerja sosial masyarakat, dan CSR; iii) pengembanganskema pendidikan dan pelatihan bagi SDM kesejahteraansosial serta pengembangan kapasitas pengelolaan data; iv)standarisasi kualitas dan kapasitas SDM kesejahteraansosial; v) penataan sistem pendataan dan remunerasi SDMkesejahteraan sosial, dan; vi) standarisasi kualitas dankapasitas pengelola pelayanan kesejahteraan sosial didalam lembaga/panti sebagai alternatif pelayanan terakhir.
C. Arah Kebijakan untuk Perluasan dan Peningkatan Pelayanan

Dasar bagi Masyarakat Kurang MampuPerluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publikterutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaituadministrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungansosial, dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak, akses terhadaplistrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi).Peningkatan dan perluasan pelayanan dasar tersebut dilaksanakan
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dengan memperkuat koordinasi perencanaan dan pelaksanaanprogram dan sektor terkait sehingga memfokuskan kepada sasarandan target yang sama.
TABEL 1.6

PAKET PELAYANAN DASAR

HAK DASAR JENIS PELAYANAN DASARIdentitas hukum Pelayanan identitas hukum dan administrasikependudukan (akte kelahiran, KTP, surat nikah,akta cerai, kartu keluarga)Perlindungan Sistem pusat pelayanan dan rujukan terpaduKesehatan Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan KBPendidikan Layanan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs)serta pendidikan menengah (SMA/SMK/MA)Infrastruktur dasar Perumahan, air dan sanitasi, listrik, transportasi,dan komunikasi
Peningkatan pelayanan dasar dilakukan melaluipendekatan frontline, yaitu sebuah pendekatan yang menitikberatkanpada mekanisme penyediaan pelayanan dasar yang responsif terhadappermasalahan yang terjadi di berbagai fasilitas pelayanan dasar,termasuk umpan balik dari masyarakat sebagai pengguna layanandasar. Pendekatan tersebut didasari pada beberapa hal,yaitu pemberdayaan masyarakat dan inklusi sosial, respon pemerintahdan penyedia layanan yang tepat, dukungan sumber daya dankebijakan yang kondusif, serta mekanisme analisa dan umpan balikyang berkesinambungan antar masyarakat, penyedia layanan danpemerintah.Untuk dapat memenuhi sasaran peningkatan akses pelayanandasar, terdapat tiga arah kebijakan utama yang akan dijalankan. Tigaarah kebijakan dalam memenuhi sasaran peningkatan akses pelayanandasar berfokus pada ketersediaan infrastruktur dan sarana,penyempurnaan data terpadu, dan jangkauan pelayanan dasar. Adapunsecara lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut.

A. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana
pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan1. Penyusunan SPM terkait penyediaan paket pelayanan dasar yangberkualitas (administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan,
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rumah, listrik, sanitasi, dan air bersih);
 Pemerintah daerah menyusun perangkat hukum untukmendukung pelaksanaan SPM; dan
 Pemerintah daerah menetapkan standar kualitas pelayanandasar.2. Penguatan sistem pengembangan sumber daya manusia penyedialayanan, termasuk profesi pekerja sosial sebagai ujung tombakpeningkatan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, tenagakesehatan dan guru terutama di lokasi yang sulit terjangkau.
 Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-samamenyusun kebijakan terkait dengan penyediaan sumberdaya manusia penyedia layanan (tenaga kesehatan, tenagapendidikan, dan pekerja sosial), khususnya di kantong-kantong kemiskinan; dan
 Pemerintah daerah mengembangkan mekanisme insentifdan disinsentif bagi penyedia layanan (terutama tenagakesehatan, pendidikan, dan pekerja sosial) berbasis kinerjadan kualitas pelayanan.3. Penataan dan fasilitasi administrasi kependudukan bagi pendudukkurang mampu dan rentan.
 Pemerintah daerah melakukan stetsel aktif dalam pelayananadministrasi kependudukan agar mudah dijangkau olehmasyarakat kurang mampu;
 Pemerintah daerah mengintegrasikan pelayanan identitashukum dan pelayanan administrasi kependudukan (aktekelahiran, surat nikah, akta cerai, KTP, kartu keluarga)melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

B. Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk
kurang mampu dan rentan1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak dasar danlayanan dasar yang disediakan untuk masyarakat kurang mampudan rentan.

 Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan LSM melakukan
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sosialisasi kepada masyarakat kurang mampu mengenaipelayanan dasar yang disediakan;
 Pendampingan untuk masyarakat miskin agar dapatberpartisipasi aktif dalam dalam pengambilan keputusan,termasuk perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaanpelayanan dasar.2. Pengembangan dan penguatan sistem pemantauan dan evaluasiberbasis masyarakat terkait penyediaan layanan dasar.
 Pemerintah pusat dan daerah menyusun mekanismepelaporan, pengaduan, dan pencarian informasi terhadapketersediaan dan kualitas layanan dasar yang difasilitasioleh sistem pusat rujukan dan pelayanan terpadu.

C. Penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut
kriteria, standardisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu.1. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah, akademisi,dan LSM memperbaharui definisi dan metode pengukurankemiskinan;2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelaraskan kriteriapenargetan sasaran penerima manfaat program penanggulangankemiskinan baik secara individu maupun kewilayahan; dan3. Pemanfaatan Sistem Informasi Terpadu (SIMPADU) Kemiskinandan Instrumen Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan yangBerpihak Pada Masyarakat Miskin dalam proses penyusunandokumen perencanaan.

D. Arah Kebijakan untuk Pengembangan Penghidupan
BerkelanjutanPengembangan penghidupan berkelanjutan diarahkan padaupaya-upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu untukmeningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih layak danberkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan denganmeningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif denganpembentukan kelompok masyarakat kurang mampu. Berdasarkanpengalaman sebelumnya, pendekatan kelompok ini lebih efektifdibandingkan dengan pendekatan secara individu. Kegiatan yang
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dilakukan berkelompok akan melatih kemampuan berorganisasisehingga dapat memperkuat kelembagaan di tingkat masyarakat untukmeningkatkan taraf kehidupannya.Dalam upaya meningkatkan penghidupan masyarakat kurangmampu, berbagai potensi akan dikembangkan dengan melihat potensiekonomi dan pengembangan wilayah. Untuk itu, berbagai peningkatankapasitas, keterampilan, akses kepada sumber pembiayaan dan pasar,diversifikasi keterampilan, serta perlindungan usaha dibutuhkan untukmeningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam meningkatkanakses terhadap kegiatan ekonomi produktif.Rumah tangga kurang mampu yang memiliki anggota rumahtangga usia produktif akan menjadi sasaran utama. Kelompok ekonomiyang perlu menjadi perhatian kebijakan dalam pengembanganpenghidupan berkelanjutan adalah petani, peternak, nelayan, pengrajinindustri rumah tangga, pedagang dan usaha perorangan lainnya padaskala mikro dan kecil. Dua hal utama yang akan menjadi pilihanmasyarakat kurang mampu dalam meningkatkan penghidupannyaadalah kemampuan berwirausaha dan peningkatan kemampuan untukbersaing dalam pasar tenaga kerja. Dalam menunjang kedua haltersebut, jejaring wirausaha dan jejaring pasar tenaga kerja diharapkandapat dikembangkan sehingga penyaluran produk kewirausahaandapat dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu, jejaring pasartenaga kerja diarahkan untuk menyalurkan dan menampung tenagakerja miskin yang telah dilatih. Penghidupan berkelanjutan diharapkandapat dipenuhi melalui penyerapan tenaga kerja miskin oleh perluasanusaha dalam skala lebih besar dan UMKM. Penyerapan oleh usaha skalabesar diperkirakan tidak akan signifikan mengingat kualifikasi yangdibutuhkan sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat miskin.Pendekatan penghidupan berkelanjutan dilakukan secarasinergis oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping, danpihak lain yang terkait. Peranan pemerintah daerah menjadi sentraldalam identifikasi potensi wilayah yang akan dikembangkan olehmasyarakat miskin maupun potensi penyaluran tenaga kerja sebagaibagian dari pengembangan ekonomi wilayah. Sementara itu,pendamping memegang peranan utama dalam menghubungkan antaramasyarakat dengan kesempatan kegiatan ekonomi produktif.Pendekatan ini dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintahmaupun pihak lain yang terkait dengan tetap melakukan sinkronisasidalam penentuan target penerima manfaat sehingga hasil yangdiperoleh menjadi lebih optimal.Terdapat tiga arah kebijakan utama yang akan dilakukansebagai upaya mencapai sasaran dalam pengembangan penghidupan
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berkelanjutan. Tiga arah kebijakan ini berfokus pada pengembanganekonomi berbasis lokal, perluasan akses pemodalan, dan peningkatankapasitas masyarakat miskin yakni sebagai berikut.
1. Peningkatan peran pemerintah pusat dan daerah dalam

pengembangan ekonomi lokal bagi masyarakat kurang
mampu dan rentana. Optimalisasi peran pemerintah pusat dalam mengaturpersaingan usaha yang sehat dan melindungi masyarakatkurang mampu.

 Perlindungan usaha yang banyak menyerap tenagakerja kurang mampu dengan memberikan dukunganperbaikan kualitas dan pemasaran;
 Perlindungan terhadap pasar tradisional melaluipeningkatan kapasitas infrastruktur pasar; danb. Peningkatan peran pemerintah daerah dalampengembangan potensi daerah dan penguatan ekonomilokal.
 Pemerintah daerah melakukan identifikasi danpengembangan komoditas unggulan yang dapatdikelola oleh masyarakat kurang mampu;
 Pemerintah daerah melakukan identifikasi potensipengembangan kesempatan kerja bagi masyarakatkurang mampu melalui pengembangan jejaringusaha;
 Pemerintah daerah dan pendamping bersama-samamengembangkan kemitraan dalam peningkatanketerampilan kewirausahaan dan keterampilanlainnya untuk masyarakat kurang mampu;
 Pemerintah daerah melakukan identifikasikebutuhan dan pemenuhan infrastruktur lokalpendukung kegiatan ekonomi sesuai dengankewenangan daerah;
 Pemerintah daerah dan pendamping bersama-samamenjalin kemitraan dengan instansi perusahaan, dan
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lembaga keterampilan untuk mendukungmekanisme penyaluran tenaga kerja miskin danpengembangan usaha masyarakat kurang mampu;
 Pemerintah daerah melindungi usaha lokal yangmenyerap tenaga kerja kurang mampu melaluipembatasan ijin usaha yang bersifat monopoli,meningkatkan kualitas produk usaha lokal, dansecara aktif melakukan promosi penggunaan produklokal sebagai kekhasan daerah; dan
 Pemerintah daerah mendorong inovasi peningkatannilai tambah produk lokal melalui pengembanganteknologi tepat guna pengembangan produk lokal.c. Pengembangan usaha sektor pertanian dan perikanan,khususnya bagi petani dan nelayan kurang mampu.
 Pemenuhan infrastruktur pendukung pertanian danperikanan (irigasi, jalan, pelabuhan rakyat) diwilayah pertanian sesuai dengan wewenang;
 Pendampingan intensif bagi petani kurang mampupemilik tanah dan aset produktif lainnya dalampengelolaan produksi pertanian dan perikanan;
 Pemerintah pusat dan pemda bersama-samamenyusun kebijakan redistribusi untuk pemanfaatanlahan bagi petani kurang mampu;
 Pemerintah daerah melakukan identifikasi potensilahan untuk redistribusi lahan atau untukdimanfaatkan (hak guna) untuk petani kurangmampu; dan
 Pemerintah daerah menjadi pendamping melakukanredistribusi dan pemanfaatan lahan lebih produktif.d. Peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, duniausaha, perguruan tinggi dan masyarakat untukmeningkatkan akses masyarakat kurang mampu dan usahamikro kepada pembiayaan dan layanan keuangan,pelatihan, pendampingan dan peningkatan diversifikasiusaha (off-farm) dalam rangka pengembangan ekonomi
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lokal.
 Pengembangan pola baku kemitraan antarapemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi,dan masyarakat yang terkait dengan peningkatanakses masyarakat miskin terhadap pelatihan,peningkatan akses kesempatan kerja,pengembangan wirausaha, diversifikasi usaha (off-

farm), magang usaha, dan kegiatan ekonomiproduktif lainnya;
 Pengembangan pola baku mekanisme penyalurantenaga kerja dan peningkatan akses informasipeluang kerja terutama untuk penduduk kurangmampu;
 Membangun kemitraan dengan lembaga penelitiandan paguyuban masyarakat dalam pemberiandukungan bagi penerapan teknologi tepat gunauntuk menangani permasalahan kerentananmasyarakat kurang mampu dan usaha mikro dalammengelola usaha yang bersifat lokal spesifik; dan
 Pengembangan harmonisasi dan kerja sama dalammendukung peningkatan akses masyarakat kurangmampu dan usaha mikro kepada sumberpembiayaan dan layanan keuangan.

2. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui
penguatan layanan keuangan mikro bagi masyarakat kurang
mampu dan rentana. Pengembangan dan penyempurnaan pola pengelolaanlembaga keuangan mikro, termasuk bentukan PNPM Mandiri,dalam meningkatkan jangkauan masyarakat kurang mampudan rentan terhadap akses permodalan.

 Pengembangan kelembagaan pengelola Dana AmanahPemberdayaan Masyarakat (Dana Bergulir pascaPNPM) sebagai salah satu sumber pemenuhankebutuhan keuangan bagi masyarakat kurangmampu;
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 Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola danaamanah;
 Memberikan pendampingan bagi pengelolaanlembaga dana amanah pemberdayaan masyarakatdan penyalurannya kepada masyarakat kurangmampu.b. Bersama-sama pihak terkait (Otoritas Jasa Keuangan,Kementerian Koperasi dan UMKM, dan lain-lain) melakukankonsolidasi dan sinkronisasi terhadap lembaga keuanganmikro yang selama ini banyak dibangun melalui programpemerintah, baik pusat maupun daerah dalam penentuantarget dan skema pinjaman.c. Bersama-sama pihak terkait (Otoritas Jasa Keuangan,Kementerian Koperasi dan UMKM, dan lain-lain)memperbaiki kerangka regulasi pengembangan lembagakeuangan mikro, termasuk yang dikelola oleh masyarakat.d. Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalampengembangan dan pembinaan lembaga keuangan mikrobagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

 Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalampengembangan dan pengelolaan lembaga keuanganmikro;
 Mengembangkan alat untuk pemantauan bagipemerintah daerah dalam pembinaan dan pemantauanlembaga keuangan mikro, terutama yang dikelola olehmasyarakat; dan
 Membantu lembaga keuangan mikro dalam melakukankerjasama dengan lembaga keuangan formal yang ada ditingkat daerah.e. Peningkatan kualitas dan jangkauan kredit berbasispenjaminan untuk mendukung pengembangan usaha-usahaproduktif yang dijalankan oleh masyarakat kurang mampu.f. Peningkatan kerjasama penyediaan pembiayaan melaluipola kemitraan usaha yang melibatkan kelompok
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masyarakat kurang mampu.
3. Peningkatan pendampingan dalam rangka peningkatan

kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampua. Pengembangan mekanisme pendampingan masyarakatkurang mampu.
 Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintahdaerah tingkat provinsi, kabupaten, kecamatanmengembangkan sistem dan standarisasipendampingan untuk masyarakat kurang mampu;
 Pemerintah daerah mendorong keterlibatan kader-kader desa maupun wilayah untuk dapat membantudalam proses pendampingan masyarakat kurangmampu; dan
 Pemerintah daerah melakukan sinergi prosespendampingan yang dilakukan baik oleh pemerintahmaupun oleh lembaga masyarakat, NGO/LSM, maupunoleh pihak swasta lainnya.
 Melakukan sinergi kelembagaan pengelolapendampingan masyarakat kurang mampu dengan TimKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah danpihak terkait lainnya baik swasta maupun pemerintahyang melakukan pengembangan masyarakat(community development).b. Pengembangan peningkatan kapasitas masyarakat kurangmampu melalui pendekatan pembentukan kelompokmasyarakat kurang mampu.
 Pengembangan sistem pemberdayaan kapasitas danketerampilan masyarakat kurang mampu dalampengelolaan keuangan keluarga, peningkatan motivasi,dan peningkatan keterampilan manajemen keluarga,keterampilan wirausaha, keterampilan  kerja berbasiskompetensi, dan keterampilan lainnya sesuaikebutuhan lokal;
 Intensifikasi pendampingan kepada masyarakat kurangmampu secara berkesinambungan menyangkut aspek
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aplikasi keterampilan yang telah dikembangkan dalamkehidupan sehari-hari masyarakat kurang mampudan/atau aplikasi dalam pengembangan usaha.c. Mendorong peran pengusaha lokal, swasta skala besar, danBUMN/BUMD untuk mengarahkan kegiatan CSR yangterfokus kepada peningkatan kapasitas masyarakat miskindalam wirausaha maupun kompetensi keahlian lainnya yangdiperlukan dalam meningkatkan akses kepada kegiatanekonomi produktif.
 Pemerintah daerah mendorong kemitraan dalampengembangan data dan informasi dalam yang dapatmembantu masyarakat kurang mampu untukmendapatkan kesempatan pengembangan usahamaupun kesempatan kegiatan ekonomi produktiflainnya;
 Mendorong pihak swasta, BUMN/BUMD, maupunpelaku pengembangan masyarakat lainnya untukmenggunakan data terpadu dalam melakukanintervensi pengembangan masyarakat kurang mampu;
 Pemerintah daerah memberikan informasi secaraterbuka perihal pelaksanaan kegiatan penanggulangankemiskinan, khususnya program peningkatanketerampilan masyarakat kurang mampu, kepada pihakswasta, BUMN/BUMD, maupun masyarakat lainnyauntuk proses sinergi dan sinkronisasi.d. Optimalisasi pemanfaatan lembaga pelatihan untukmendukung peningkatan keterampilan masyarakat miskinmelalui integrasi dengan kelembagaan dan programpemerintah daerah.
 Mendorong kerja sama pemerintah daerah denganswasta dalam mengoptimalkan tenaga-tenaga ahli,fasilitas pengembangan keterampilan, dan dana yangtersedia dalam memenuhi kebutuhan pengembangankapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampusecara lokal.
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1.2.1.4 Kerangka PendanaanSesuai dengan amanat UU No. 13 tahun 2011 tentangPenanganan Fakir Miskin, penanggulangan kemiskinan merupakantanggung jawab pemerintah. Untuk itu, pemerintah pusat danpemerintah daerah perlu secara harmonis menanggulangi kemiskinandan meningkatkan pemerataan untuk mencapai target yang telahditetapkan.Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penanggulangankemiskinan dapat diarahkan dengan meningkatkan fokus penggunaandana transfer daerah yaitu antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK) danDana Desa, terutama untuk meningkatkan akses pelayanan dasar bagipenduduk kurang mampu. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah mengamanatkan agar belanja daerahdiprioritaskan untuk mendanai Urusan Wajib yang Terkait PelayananDasar. DAK tidak hanya dapat digunakan untuk kegiatan fisik, tetapijuga kegiatan non-fisik yang mendukung pelayanan dasar.  Dengantelah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,peran transfer daerah menjadi semakin strategis sebagai sumberpendanaan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkankesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat miskin.Penguatan kelembagaan pemerintahan daerah juga dapatdioptimalkan sebagai alternatif sumber pembiayaan berbagai kegiatanpenanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui pembentukanBadan Usaha Milik Desa (BUMDes). Diharapkan, BUMDes akan mampumenjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Desa denganmasyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat danmengelola potensi desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDes juga dapatmenghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lainmelalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.Selama ini swasta/BUMN telah banyak melakukan intervensidalam menanggulangi kemiskinan melalui dana Corporate Social
Responsibility (CSR) atau Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).Peranan swasta/BUMN/individu tersebut diharapkan dapat diarahkansebagai upaya penguatan pengurangan kemiskinan sehingga dapatmempercepat pencapaian target penurunan kemiskinan. Oleh karenaitu, konsolidasi dari semua pihak terutama dari penentuan target,waktu, dan sasaran perlu dilakukan sehingga dapat menjadi acuan bagisemua pihak.Sinkronisasi antara kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahdan pihak swasta perlu dilakukan. Peningkatan kerjasama antara
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pemerintah dan swasta yang lebih sistematis dan berkesinambunganperlu dikembangkan dan dioptimalkan, diantaranya melalui skemaKerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), Corporate Social
Responsibility (CSR) dari perusahaan, Tanggung Jawab SosialLingkungan (TJSL) dari Perseroan Terbatas, Program Kemitraan BinaLingkungan (PKBL) dari BUMN, dan dana yang bersumber darizakat/donasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraanrakyat. Optimalisasi dana yang bersumber dari non pemerintah untukpembiayaan program kemiskinan, dilakukan dengan sinkronisasitarget, waktu, dan alokasi. Pemerintah memiliki sistem penentuantarget, waktu, dan lokasi yang terbuka dan dapat diakses oleh pihakyang membutuhkan (BUMN/Swasta/Masyarakat). Kriteria dan datatersebut menjadi acuan bagi pihak non pemerintah untukmelaksanakan intervensi terhadap kemiskinan. Untuk harmonisasitersebut, pemetaan program CSR/TJSL/PKBL dapat mencakupidentifikasi perusahaan-perusahaan yang mempunyai programCSR/TJSL/PKBL,  klasifikasi berdasarkan jenis program danmanfaatnya bagi masyarakat.Terkait dengan perluasan kepesertaan sistem jaminan sosialnasional bagi masyarakat miskin dan rentan, pelaksanaan programperlindungan sosial membutuhkan alokasi dana yang besar karenaskala, jumlah program dan cakupan penerima manfaat yang juga besar.Karena itu skema pendanaan dari sistem ini merupakan gabungan daribeberapa sumber, diantaranya: 1) Iuran peserta dan pemberi kerja, 2)anggaran pemerintah: APBN dan APBD, dan 3) sumber pendanaanlainnya yang mempunyai potensi besar dalam mendukungimplementasi bantuan sosial.
1.2.1.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kerangka RegulasiDalam mendukung pelaksanaan pemerataan danpenanggulangan kemiskinan memerlukan upaya bersama dari semuapihak terkait secara harmonis dan sinergis untuk mengoptimalkansumber daya dalam mengentaskan masyarakat kurang mampu danrentan. Untuk itu perlu adanya kerangka regulasi dan kelembagaanyang jelas dalam membagi atau mensinergikan peran tersebut.Kerangka regulasi yang mendukung isu strategis peningkatanpemerataan dan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:
A. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif bagi
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penduduk rentan dan pekerja informalKerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukungpelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perlindungan sosial antaralain:1. Peninjauan ulang dan penyusunan kembali UU No. 4 Tahun1997 tentang Penyandang Cacat sesuai dengan ratifikasi
Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD), UUNo. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, danperaturan tentang perlindungan hak bagi masyarakat adat;2. Penguatan regulasi dengan penyusunan Peraturan Pemerintah,Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri yang telahdiamanatkan oleh Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentangKesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang No.11 tahun 2009tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang No. 13 tahun2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang No. 19tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi PenyandangDisabilitas, serta Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentangSistem Jaminan Sosial Nasional yang mencakup i) fungsi danperan lembaga penyelenggara bantuan sosial; ii) kriteriapenduduk miskin dan rentan serta mekanisme pelaksanaanpendataan; iii) mekanisme sistem pelayanan sosial terpadu danpendataan bagi keluarga kurang mampu dan rentan (termasukPMKS); iv) mekanisme pelaksanaan dan standar pelayanankesejahteraan sosial; v) mekanisme akreditasi lembagapenyelenggara dan sertifikasi pekerja sosial; vi) pemenuhanhak penyandang disabilitas dan lansia, termasuk penguatanRancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, danRancangan regulasi yang mendukung pembangunanlingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjutusia; vii) peran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungandan kesejahteraan sosial; viii) peningkatan danpenyelenggaraan kesetiakawanan sosial; ix) pelaksanaaninovasi pendaftaran dan pengumpulan iuran jaminan sosial; x)penguatan fungsi, peran, serta standar dan kapasitas lembagadan personil penyelenggara, termasuk institusi pengambilkebijakan dan pelaksana SJSN.
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B. Peningkatan dan perluasan pelayanan dasar bagi masyarakat
kurang mampuPeningkatan pelayanan dasar dalam rangka pemenuhankebutuhan dan hak-hak dasar penduduk kurang mampu dan rentanbaik perempuan dan laki-laki, perlu diperkuat melalui kerangkaregulasi sebagai berikut:1. Penguatan regulasi dalam mengatur akuntabilitas pemerintahpusat dan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dasarsebagai Urusan Pemerintahan Wajib, sesuai dengan amanat UUNo. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP No. 96Tahun 2012 tentang pelaksanaannya, UU No. 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, terutama setelahdiberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sertamelibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan,penganggaran dan pemantauan pelayanan publik danpelayanan dasar;2. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah, penyusunan Peraturan Pemerintahan yangmemperkuat keberpihakan pada masyarakat kurang mampudalam SPM terkait enam Urusan Pemerintahan Wajib yangberkaitan dengan Pelayanan Dasar di tingkat kabupaten/kota(pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang;perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial),serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipilwalaupun tidak masuk dalam kategori Urusan PemerintahanWajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;3. Penyusunan regulasi dan mekanisme insentif yang mendukungpemenuhan kebutuhan SDM penyedia layanan terutama tenagakesehatan, tenaga pendidikan, dan pekerja sosial untuk dapatmenjangkau masyarakat kurang mampu dan rentan dikantong-kantong kemiskinan.

C. Pengembangan penghidupan masyarakat kurang mampu
secara berkelanjutanRegulasi dalam hal usaha pengembangan penghidupan harus



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 81

dilandaskan pada tujuan utama yaitu untuk membangun asetpenghidupan kelompok kurang mampu dan rentan melalui perluasanakses terhadap kegiatan ekonomi produktif, dan pada saat yang samamelindungi dan mengembangkan aset penghidupan yang merekamiliki. Hal tersebut dilakukan melalui:1. Penyusunan model lembaga bisnis dalam pengelolaan DanaAmanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Dana bergulirPNPM yang merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)yang bersumber dari APBN saat ini belum diakui secara hukum.Sementara ini, aset tersebut dikelola oleh masyarakat sebagaipemilik aset dan UPK PNPM selaku organisasi pengelola aset.Oleh karena itu, diperlukan payung hukum (legal formal) yangmanjamin keberadaan dan status badan hukum lembagapengelola DAPM. Hal ini penting mengingat lembaga tersebutdapat berperan sebagai Perusahaan Sosial (Social Enterprise),khususnya yang bersifat Community Enterprise dalam rangkapeningkatan kesejahteraan masyarakat karena memilikiorientasi ganda, yaitu komersial dan sosial. Berdasarkan kajiankomprehensif yang telah dilakukan terkait status hukumkelembagaan untuk mendukung visi misi penanggulangankemiskinan, status badan hukum yang menjadi pilihan dandiakui dalam sistem hukum positif di Indonesia adalah  (1)Badan Hukum Koperasi, (2) PT Lembaga Keuangan Mikro, (3)Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH). SOP dan/atau AD/ARTdari model lembaga bisnis yang akan dibentuk diarahkan agardapat mengoptimalkan layanan bagi segmen sasaran yangfokus utamanya ditujukan kepada masyarakat kurang mampu.Salah satu basis legal yang dapat dijadikan sebagai acuanmisalnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian yang didalamnya belum tercantum pasal terkaitaturan untuk lembaga koperasi yang mengarah ke Community
Enterprise. Oleh karena itu, diperlukan adanya PeraturanPemerintah (PP) terkait proses legalisasi DAPM menjadikoperasi, PT. LKM, atau PBH yang memuat perlakuan khususdari seluruh proses legal-formal yang diperlukan untukmemperlancar dan mengefektifkan pemanfaatan DAPM;2. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yangmengatur suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan
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Lembaga Keuangan Mikro (LKM), luas cakupan wilayah LKM,dan pembentukan lembaga penjamin simpanan nasabah LKM,sebagai pendukung pelaksanaan amanat Undang-undang (UU)No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;3. Harmonisasi kebijakan dan peraturan turunan terkaitimplementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sinergidengan pelaksanaan program pengembangan penghidupanberkelanjutan;4. Harmonisasi peraturan dan kebijakan tata ruang dan berbagaiperaturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah yang berkaitandengan kepastian lokasi usaha, khususnya bagi penataan usahainformal/pedagang kaki lima;5. Harmonisasi peraturan pusat dan daerah yang mendukungpemanfaatan anggaran di daerah (provinsi dankabupaten/kota) untuk dapat membiayai kegiatan-kegiatanyang langsung dikelola secara swadaya oleh masyarakat miskin.Hal ini penting untuk mendorong keberpihakan pemerintahdalam membuka pekerjaan dan penurunan kemiskinan.
Kerangka KelembagaanUntuk mendorong keberhasilan dalam peningkatanpemerataan dan penanggulangan kemiskinan, penataan kelembagaandiarahkan untuk:1. Memperkuat upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dengancara memadukan sistem perencanaan dan penganggaran yangberpihak pada masyarakat miskin, baik secara vertikal (antarkementerian lembaga), horisontal (pemerintah pusat dandaerah), maupun dengan stakeholder lain di luar pemerintah;2. Memperkuat kedudukan serta kapasitas kelembagaan yangberfungsi untuk mengkoordinasikan kebijakan dan programpenanggulangan kemiskinan, mengarahkan pengarusutamaanpengurangan kemiskinan baik di tingkat pusat maupun daerah.Institusi koordinasi penanggulangan kemiskinan tersebutdipimpin langsung oleh kepala pemerintahan (presiden,gubernur, bupati/walikota) dengan anggota unsurpemerintahan dan perwakilan lembaga non-pemerintah;
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3. Mengembangkan pusat pelayanan sosial terpadu di tingkatkabupaten/kota secara bertahap, dengan mengembangkanjaringan hingga unit pelayanan di tingkat kecamatan dan desa.Pusat pelayanan sosial ini berfungsi untuk pemutakhiran data,penanganan pengaduan dan rujukan pelayanan sosial.Pembentukan lembaga ini diharapkan dapat diikuti denganperbaikan layanan dan akuntabilitas untuk meningkatkankepercayaan publik terhadap lembaga rujukan.
GAMBAR 1.2

SKEMA SISTEM PELAYANAN SOSIAL TERPADU

Sistem pelayanan perlindungan sosial terpadu dikembangkanmelalui kerjasama pemerintah dengan berbagai unsur masyarakat.Secara lebih rinci sistem ini terdiri dari bagian pelayanan, bagianpenjangkauan, serta bagian keluhan dan pelaporan.  Dengan adanyasistem ini program penanggulangan kemiskinan dan perlindungansosial dapat terkoordinasi dengan baik, serta pemerintah daerah dapatmelakukan pemutakhiran data secara berkala.
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1.2.2 Perubahan Iklim

1.2.2.1 Permasalahan dan Isu StrategisA. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/mitigasi (GRK)Sebagai pelaksanaan RAN GRK sesuai Perpres No. 61/2011 sampaidengan tahun 2013 telah diselesaikan: (i) Penerbitan PeraturanGubenur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GasRumah Kaca (RAD-GRK) di 33 provinsi, serta Pemantauan Evaluasidan Pelaporan (PEP) pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK; (ii)Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional melaluiPerpres No. 71/2011; (iii) Pembentukan Tim KoordinasiPenanganan Perubahan Iklim di tingkat nasional yang didukungoleh unit Sekretariat Perubahan Iklim melalui Keputusan MenteriPPN/Kepala Bappenas No. 38/M.PPN/HK/2012; dan (iv)Penerbitan  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.15/2013tentang Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi MitigasiPerubahan Iklim, serta pembentukan Sistem Inventarisasi GRKNasional (SIGN Center) untuk inventarisasi GRK.Sejalan dengan itu, di tingkat lapangan telah dilaksanakan berbagaikegiatan rendah emisi, sebagai contoh di pertanian, kehutanan danlahan gambut telah dilakukan penanaman lahan terdeforestasi dikawasan hutan dan non-hutan, penurunan lahan terdeforestasi,pembangunan hutan kota, penghentian pemanfaatan lahan gambut,pembuatan instalasi biogas, System of Rice Intensification (SRI), danpengendalian land clearing dengan pembakaran. Pada sektorenergi, transportasi dan industry telah dilaksanakan konversibahan bakar minyak ke gas (industri, rumah tangga, dantransportasi), pengembangan dan pemanfaatan biofuel sertabiomass, pengembangan lampu jalanan yang hemat energi,pengelolaan/pengembangan transportasi publik/massalberkelanjutan, efisiensi energi di sektor industri, sertapengembangan energi baru dan terbarukan lainnya. Pada sektorlimbah juga telah dilakukan kegiatan-kegiatan seperti: pengelolaansampah pada tingkat komunitas, pengembangan 3R (reduce, reuse,
recycle), pengelolaan bank sampah, dan pengelolaan limbah olehswasta
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Selanjutnya, untuk menampung dukungan masyarakatinternasional dalam melakukan penurunan emisi, KementerianPPN/Bappenas bersama-sama dengan Kementerian Keuangan padatahun 2009 telah mendirikan Indonesia Climate Change Trust Fund(ICCTF).  Pada saat ini ICCTF telah membantu pelaksanaanRAN/RAD GRK dengan membantu berbagai pilot kegiatan untukdapat diperluas penerapannya melalui K/L terkait.  Pada saat inisesuai dengan semangat kemandirian nasional, ICCT telah menjadiLembaga Wali Amanah (LWA) Nasional, sesuai dengan Perpres No.80/2011.   Pembentukan LWA tersebut diharapkan dapatmemperkuat pengelolaan pendanaan pembangunan untukpenanganan perubahan iklim agar lebih terpadu, terarah dan tepatsasaran.  Dengan perubahan ini, kerjasama di bidang perubahaniklim akan dapat dilakukan secara langsung (direct access).Sehubungan dengan itu, ke depan, perlu dilanjutkan proses untukmemperoleh akreditasi lembaga wali amanah ini.B. Peningkatan Ketahanan Masyarakat/adaptasi terhadap PerubahanIklimKekuatan mitigasi/penurunan emisi GRK sangat dipengaruhi olehkemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahaniklim.  Sehubungan dengan itu, untuk melindungi ketahananekonomi khususnya pangan dan energi, serta ketahananmasyarakat terutama petani, nelayan dan masyarakat yang hidupdi wilayah pesisir dan rentan terhadap perubahan iklim, maka padatahun  2013 telah disusun Rencana Aksi Nasional AdaptasiPerubahan Iklim (RAN-API).  RAN API berisi: (i) rencana aksiadaptasi prioritas sektor dan lintas sektor dalam jangka pendek(2013-2014); (ii) upaya pengarusutamaan rencana aksi adaptasi kedalam RPJMN 2015-2019; dan (iii) arah kebijakan adaptasi dalamjangka panjang (2020-2025). RAN-API merupakan rencana tematiklintas bidang yang lebih spesifik dalam mempersiapkan rencanapembangunan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim(climate proof/resilient development) di tingkat nasional.Upaya adaptasi perubahan iklim diarahkan untuk meningkatkanketahanan di bidang: (i) ekonomi; (ii) sistem kehidupan; (iii)ekosistem; (iv) wilayah khusus; dan didukung oleh sistempendukung adaptasi perubahan iklim. Ketahanan ini diwujudkan
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melalui upaya di berbagai sector, yaitu: (i) ketahanan pangan; (ii)kemandirian energi; (iii) ketahanan infrastruktur; (iv) ketahanankesehatan masyarakat; (v) ketahanan permukiman; (vi) ketahananekosistem; (vii) ketahanan perkotaan; dan (viii) ketahanan pesisirdan pulau kecil.Dokumen RAN-API diharapkan dapat memberikan arahan padaRencana Kerja Pemerintah maupun Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pemerintah daerah jugadidorong untuk menyusun strategi adaptasi perubahan iklimdaerah sejalan dengan RAN-API, serta menginternalisasikan dalamperencanaan daerah (RPJMD dan RKPD). Untuk mendorongpelaksanaan adaptasi perubahan iklim, diperlukan upayapenerapan RAN-API untuk dapat secara nyata meningkatkanketahanan (adaptasi) masyarakat terhadap perubahan iklim.Langkah konkrit yang akan dilakukan pada lima tahun ke depanadalah menerapkan rencana aksi adaptasi di 15 (lima belas) daerahrentan perubahan iklim, sebagai daerah percontohan penerapanRAN-API.
1.2.2.2 Sasaran Bidang1. Menurunnya emisi GRK untuk lima sektor prioritas: kehutanan danlahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri danlimbah, mendekati 26% pada tahun 2019.2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahaniklim, khususnya terlaksananya langkah-langakh di 15 (lima belas)daerah rentan, yang merupakan daerah percontohan pelaksanaanRAN-API.
1.2.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang1. Memperkuat koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporanRAN/RAD-GRK, dengan strategi: (i) meningkatkan upaya mitigasiperubahan iklim untuk sektor utama, melalui pelaksanaan kegiatanpertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, pencegahanpenurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan,pemanfaatan energi terbarukan, diversifikasi bahan bakar, efisiensidan konservasi energi, serta pengelolaan sampah domestik; (ii)meningkatkan pelibatan sektor-sektor terkait baik di pusatmaupun di daerah untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi
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(RAN/RAD-GRK), dan pengalokasian pendanaannya; (iii)meningkatkan kontribusi  swasta dan masyarakat dalampenurunan emisi GRK; (iv) mengembangkan insentif fiskal danpengelolaan pendanaan hibah untuk penanganan perubahan iklim,termasuk melalui Lembaga Wali Amanah Perubahan Iklim (ICCTF);dan (v) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan RAN/RAD-GRK.
2. Menerapkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim(RAN-API) secara sinergis, terutama pelaksanaan upaya adaptasi di15 daerah percontohan, dengan strategi: (i) mengarusutamakanRAN-API ke dalam perencanaan pembangunan nasional dandaerah; (ii) melaksanakan rencana aksi adaptasi perubahan iklimseperti yang tercantum dalam RAN-API secara terkoordinasiantara K/L dan pemerintah daerah serta antar daerah; (ii)mengembangkan indikator kerentanan dan memperkuat proyeksidan sistem informasi iklim dan cuaca; (iii) menyusun kajiankerentanan dan meningkatkan ketahanan (resiliensi) pada sektoryang sensitif serta pelaksanaan upaya adaptasi di daerahpercontohan; (iv) mensosialisasikan RAN-API kepada pemerintahdaerah dan meningkatkan kapasitas daerah dalam upaya adaptasi;dan (v) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaanadaptasi, khususnya di 15 daerah percontohan.
1.2.2.4 Kerangka PendanaanDalam upaya penanganan perubahan iklim, masing-masingKementerian/ Lembaga melakukan identifikasi kegiatan danpendanaan yang spesifik untuk menangani perubahan iklim. Upayatersebut mengacu pada rencana aksi yang tertuang dalam RAN-GRKdan diperkuat dengan rencana aksi adaptasi (RAN-API).  Padadokumen perencanaan pembangunan, pendanaan untuk perubahaniklim dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu: (i) bidang mitigasi;(ii) bidang adaptasi; dan (iii) bidang pendukung untuk memperkuatupaya mitigasi dan adaptasi seperti penguatan data dan informasi,peningkatan iptek, kajian, dan koordinasi pelaksanaan. Pendanaanuntuk penanganan perubahan iklim bersumber dari APBN (anggarankementerian/lembaga, DAK, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Hibahdari APBN), APBD, hibah luar negeri, dana perwalian, danswasta/masyarakat.
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1.2.2.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaana. Kerangka RegulasiUpaya penanganan perubahan iklim dilakukan berdasarkanPeraturan Presiden No. 61/2011 tentang Rencana Aksi NasionalGas rumah Kaca, Peraturan Presiden No. 71/ 2011 tentangPenyelenggaraan Sistem Inventarisasi Nasional, serta 33Peraturan Gubernur terkait dengan RAD-GRK. Sementara,pendanaan hibah perubahan iklim dilaksanakan berdasarkanPerpes No 80/2011 tentang Dana Perwalian. Sementara itu, upayaadaptasi dilaksanakan mengacu kepada dokumen RAN-API yangakan terintegrasi di dalam RPJMN 2015-2019.b. Kerangka KelembagaanPenanganan perubahan iklim dilaksanakan dengan koordinasiyang erat antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat,daerah, masyarakat, maupun swasta. Di tingkat pusat, telahdibentuk Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim yangdibentuk berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Kepala BappenasNo. KEP.38/M.PPN/HK/03/2012 tanggal 1 Maret 2012, untukmengoptimalkan pelaksanaan RAN-GRK dan memudahkankoordinasi dalam penanganan perubahan iklim (mitigasi danadaptasi). Tim tersebut terdiri atas Kelompok-kelompok Kerjayang beranggotakan perwakilan dari Kementerian/Lembaga lain,yakni kelompok kerja Bidang Pertanian, Bidang Kehutanan danLahan Gambut,; Bidang Energi, Transportasi, dan Industri; BidangPengelolaan Limbah; Bidang Pendukung Lainnya dan LintasBidang; serta Bidang Adaptasi Perubahan Iklim. Di tingkatdaerah/Provinsi, terdapat pula Tim Penyusun RAD-GRK yangterdiri atas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja (Pokja I-IV)sesuai dengan bidang dalam RAN/RAD-GRK. Adapun untuk danaperwalian, telah diterbitkan Peraturan Menteri PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan LembagaWali Amanat Dana Perwalian Perubahan IklimIndonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund, dan KeputusanMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional Nomor
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KEP.33/M.PPN/HK/03/2014 tentang Pembentukan Majelis WaliAmanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia
Climate Change Trust Fund.Ke depan, diperlukan penataan fungsi dan kewenangan berbagailembaga yang menangani perubahan iklim, untuk mensinergikandan mengoptimalisasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakandi bidang perubahan iklim, serta menjawab dinamika tantangannasional dan dunia internasional.

1.2.3 Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan BangsaSejak kemerdekaan, Indonesia berhasil menjaga eksistensinyasebagai negara bangsa yang bersatu dan berdaulat, dengan mengatasiberbagai jenis konflik sosial berdimensi kekerasan,  sehingga tidakberujung pada perpecahan bangsa. Sejak reformasi tahun 1998,keberhasilan penyelesaian konflik dan kesepakatan damai atas konflikAceh, Poso, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat adalahsejumlah bukti keseriusan Indonesia dalam menangani konflikkekerasan melalui jalan dialog. Keberhasilan ini menjadikan Indonesiasebagai negara yang mampu memelihara persatuan dan kesatuan padaperiode sulit transisi demokrasi menuju demokrasi yangterkonsolidasi. Hanya saja, potensi konflik karena berbagai sebabmasih cukup besar ancamannya bagi persatuan Indonesia. Oleh karenaitu, pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa menjadisuatu keniscayaan untuk memelihara dan meningkatkan kualitaspersatuan dan kesatuan nasional.

1.2.3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

a. Pembangunan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang
BaikPermasalahan utama birokrasi dan tata kelola pemerintahan adalahmasih terdistorsinya produk kebijakan publik, karena proses-proses yang tidak tidak transparan dan akuntabel, baik dalamproses penyusunan, pelaksanaan maupun monitoring danevaluasinya. Sebagian proses pembuatan kebijakan masihberorientasi pada kepentingan politik partisan dan sesaat, bersifatelitis, sektoral, parsial, tidak terintegrasi, dan bahkan masih banyakditemukan adanya kebijakan yang bertentangan satu sama lain,baik secara vertikal maupun horizontal, serta kurang
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mengakomodir dinamika sosial, ekonomi, budaya dan politikmasyarakat. Masalah ini diperberat oleh belum terbangunnyasistem rekrutmen pejabat publik yang berdasarkan standar
governance, melainkan masih berdasarkan sentimenprimordialisme, seperti hubungan kekeraratan, kesukuan, etnis,dan agama. Permasalahan lain adalah masih berkembangnyamentalitas aparatur lembaga pemerintah dan BUMN/BUMD yangtidak berorientasi pada nilai-nilai mental yang melayanikepentingan masyarakat.

b. Penataan Sistem Ekonomi yang Berkeadilan dan Berdaya SaingPermasalahan utama bidang ekonomi adalah kesenjangan danketimbangan pembangunan daerah Jawa-luar Jawa, daerah yangkaya sumber daya alam dengan daerah yang miskin serta ketidakmerataan dan ketidak adilan dalam penguasaan sumber dayaekonomi para pelaku ekonomi. yang antara lain disebabkan olehpersoalan struktural berupa tumpang tindihnya peraturanperundangan serta akses yang tertutup bagi mereka yang tidakmemiliki kekuasaan dan jaringan politik untuk mengelola sumberdaya ekonomi, termasuk di bidang kehutanan dan pertambangan.Apabila tidak ditata dengan lebih baik kesenjangan struktural yangada mengarah pada munculnya ketegangan antar daerah danmasyarakat, yang pada akhirnya akan mengarah pada melemahnyadaya saing nasional bahkan perpecahan bangsa.
c. Revitalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Karakter

BangsaPermasalahan utama dalam wawasan kebangsaan adalahkurangnya kesadaran dan komitmen seluruh komponen bangsauntuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara KesatuanRepublik, dan Bhinneka Tunggal Ika. Permasalahan lainnya adalahkurangnya kesadaran dan kemampuan untuk   menjagakemajemukan bangsa Indonesia, kurangnya kemampuan melihatkemajemukan bukan hanya sebagai fakta untuk diterima,melainkan kekayaan untuk dirayakan sebagai modalitas Indonesiauntuk menjadi bangsa yang kuat dan unggul di tengah pergaulanbangsa-bangsa.
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Permasalahan karakter bangsa terwujud dalam menurunnyapengamalan nilai-nilai etika kehidupan berbangsa dan bernegaradalam kehidupan sosial politik, serta merosotnya kebersamaanhidup bersendikan gotong royong, termasuk nilai-nilai toleransi,nilai-nilai persamaan dan persaudaraan. Kemerosotan karakterkebangsaan tersebut ditandai dengan menguatnya sikapindividualism, pragmatism, liberalisme yang menggerus nilai-nilaikebersamaan, musyawarah mufakat, toleransi, persatuan dankesatuan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi ketegangansosial di masyarakat dan pada akhirnya dapat mengganggu upayamenjaga situasi damai dan harmonis dalam masyarakat.  Maka,perlu upaya strategis pembangunan  karakter bangsa, antara laindengan pembentukan dan peluncuran komunitas berkarakter, yangmemiliki idealisme dan cita-cita yang sama untuk bangsa danmemiliki kemauan keras untuk mewujudkan nya dalam kerja-kerjanyata, untuk kemudian berkembang menjadi gerakan nasional.
d. Pembenahan Sistem Hukum yang BerkeadilanPersoalan hukum dan keadilan dewasa ini berawal dari masihbanyak nya aturan hukum yang masih belum mengacu padaprinsip-prinsip universal hak-hak asasi manusia, karena masihmengacu pada ideologi kolonial Belanda. Sedangkan Indonesia saatini mengacu pada proses konsolidasi demokrasi yang semestinyadidukung oleh aturan hukum positif yang mengadopsi sepenuhnyaprinsip-prinsip persamaan di muka hukum. Selain itu, ada masalahhukum yang tumpang tindih, akses yang tidak mudah bagimasyarakat ke dalam sistem peradilan karena birokrasi dan biayayang tidak murah, masih banyaknya aparatur hukum yang tidakbersih dari praktek korupsi, kesadaran hukum yang masih lemahdalam masyarakat yang memberi andil pada masih banyak nyatindakan kekerasan dalam menyelesaikan berbagai konflikkepentingan.
e. Pemantapan Sistem Keamanan dan Ketertiban Dalam NegeriPermasalahan keamanan nasional saat ini antara lain termanifestasidalam masih adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatkeamanan, belum cukup profesional dan proporsionalnya tindakanaparat keamanan untuk bisa menghentikan dan mencegah konflik,adanya berbagai protap, juklak dan juknis dari masing-masing
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kesatuan yang belum terintegrasi dengan baik, belum optimalnyaperan kepala daerah dalam menjaga keamanan dan ketertibandaerahnya, dan masih ada masalah kurangnya kesadaranmasyarakat tentang pentingnya memelihara rasa aman. Berbagaitindakan berulangnya kekerasan yang ada di berbagai wilayah,antara lain berawal dari masalah-masalah keamanan yangdisebutkan di atas. Permasalahan lain adalah ancaman terorismeyang menggunakan dalil-dalil agama untuk membenarkan tindakankejahatan mereka untuk melawan negara dan masyarakat yangdemokratis, serta masih adanya pihak-pihak separatis yangmenggunakan isu-isu ketidak adilan dan kesenjangan antar wilayahuntuk memisahkan diri, termasuk dengan menggalang dukunganluar negeri.
f. Pembenahan Kehidupan DemokrasiPermasalahan kehidupan demokrasi dewasa ini adalah masihrendahnya kinerja lembaga lembaga demokrasi, termasuk parpol,parlemen, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil dalammenyerap ekspektasi dan variasi aspirasi politik yang munculsangat deras dan dinamis sebagai ekspresi kebebasan sipil yangdibawa oleh demokrasi sejak reformasi 1998. Selain itu masih adakelemahan sistemik antara berlakunya sistem pemerintahanpresidensial dengan fakta masih belum berdayanya presiden dalammelaksanakan tugas-tugas kepresidenan yang seharusnyaditunaikan dalam sistem presidensial. Termasuk melaksanakanjanji-janji kampanye pemilu presiden yang dilaksanakan terpisahdengan pemilu legislatif.
g. Reaktualisasi Nilai-Nilai Budaya Nasional dan Lokal yang

Menguatkan Karakter BangsaPermasalahan budaya nasional adalah masih banyaknya nilai-nilai,kebiasaan, adat istiadat yang sesungguhnya tidak lagi perludipertahankan dalam alam demokrasi ini, karena tidak sesuaidengan asas-asas mengutamakan komunikasi dan dialog dalampenyelesaian setiap konflik. Dalam kenyataannya, masih adabudaya yang mengutamakan kebiasaan penyelesaian masalahkehormatan dengan cara berduel misalnya, yang berujung padakematian dan pembalasan dendam sampai beberapa keturunan.Selain itu, masih ada sikap mengistimewakan strata sosial tertentu
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dalam pergaulan sosial berdasarkan budaya tertentu. Selanjutnya,ada juga budaya yang mengutamakan “lambat asal selamat,” atau“banyak anak banyak rezeki” misalnya, yang pada prakteknyajustru akan menjadi melemahnya kualitas hidup dan hambatandaya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi yangmengutamakan kecepatan, akurasi, efisiensi dan produktivitastinggi. Hal ini perlu dikenali untuk kemudian dievaluasi dalambentuk audit budaya, sehingga dapat menjadi pegangan bersamauntuk memantapkan wasbang dan karakter bangsa.
1.2.3.2 Sasaran BidangSasaran dari Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan KarakterBangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsaadalah meningkatnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang dicapaimelalui sasaran-sasaran antara:1. Terlaksananya birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik,transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan peka terhadap upayapemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.2. Terlaksananya pembangunan yang berkeadilan melaluidistribusi sumber daya alam, sumber daya manusia, wilayah,sektor, dan komunitas.3. Terlaksananya  Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan KarakterBangsa masyarakat umum dan kalangan muda di sekolah dalamrangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa.4. Meningkatnya kualitas hukum yang berkeadilan yang sesuaidengan perkembangan dan kebutuhan dinamika pembangunansosial, budaya, politik dan ekonomi.5. Tertatanya sistem dan mekanisme tatakelola keamanan nasionalmenuju terwujudnya profesionalisme aparat keamanan.6. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi menujuIndonesia yang semakin kokoh sebagai negara demokrasi yangberkeadaban (civilized democracy) yang disegani dan menjadicontoh bagi masyarakat internasional, khususnya negara-negarademokrasi berkembang.
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7. Meningkatnya kesadaran kebudayaan yang meluas dalam
masyarakat untuk merevitalisasi nilai-nilai luhur budayanasional, agar menyesuaikan diri dengan budaya global denganprinsip mempertahankan yang baik dan menyerap yang lebihbaik

1.2.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi PembangunanDalam rangka mencapai sasaran lintas bidang, arah kebijakandan strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan dan Pemantapan Sistem Birokrasi, serta

Mekanisme Tatakelola Pemerintahan yang Baik, ditempuh
dengan strategi:Aspek Regulasi dan Program Pembangunana. Pengarus-utamaan Wawasan Kebangsaaan dan KarakterBangsa dalam kebijakan dan regulasi di tingkat nasional dandaerah.b. Penguatan peran Kemendagri dan Kemenkumham, danlembaga lain yang terkait dalam upaya harmonisasi dansinkronisasi peraturan daerah dan kebijakan publik untukmeminimalisir potensi konflik.c. Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait dengan sistempemilu, sistem kepartaian termasuk di dalamnya sistemrekruitmen politik, serta yang terkait dengan susunan dankedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.Aspek Sistem dan Mekanismea. Pembenahan dan penguatan unit kerja pemerintahan pusatdan daerah agar   mampu memadukan berbagaikepentingan dalam masyarakat sesuai dinamika sosialdalam penanganan konflik sosial.b. Pengembangan mekanisme musrenbang yang berkualitasdan berorientasi pada  penciptaan persatuan dan kesatuanbangsa.c. Penguatan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaanpembangunan.



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 95

d. Penguatan upaya reformasi birokrasi untuk mendorongprofesionalismee. Penyempurnaan sistem rekruitmen aparatur negara yangtransparan dan akuntabel.f. Penataan koordinasi antar lembaga pemerintah yang terkaitdengan pencegahan konflik dan mendorong regulasi sistempencegahan dini konflik di daerah.g. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam prosespengambilan kebijakan publik.h. Pengembangan sistem komunikasi pembangunan antarapemerintah dan masyarakat.Aspek  Kapasitas SDMa. Pendidikan dan pelatihan tata kelola pemerintahan bagiaparatur negara sesuai dengan tugas dan fungsi institusikerjanya.b. Pendidikan dan pelatihan tata kelola organisasi bagiorganisasi kemasyarakatan (ormas).c. Pendidikan dan pelatihan pengawasan terhadap kebijakanpublik bagi organisasi kemasyarakatan (ormas).d. Pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitaspenjaringan aspirasi masyarakat, legal drafting dan auditkebijakan, serta analisis sinkronisasi kebijakan untuklegislator dan aparatur negara tingkat nasional dan lokal.e. Penguatan lembaga formal eksternal dan organisasikemasyarakatan (f. Mental di kalangan aparatur Pemerintah dan BUMN/BUMD.g. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Pengurangan
Kesenjangan Sosial dan Ekonomi, serta pengelolaan
Konflik Perebutan Sumber Daya Alam ormas) untukmemantau kinerja lembaga eksekutif dan legislative dalampembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik

2. Internalisasi nilai-nilai Revolusi, ditempuh dengan strategi:Aspek Regulasi dan Program Pembangunan



96 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

a. Memperkuat landasan hukum mengenai inovasi danteknologi melalui Undang-Undang tentang PemerintahanDaerah.b. Mendorong munculnya regulasi dan kebijakan afirmatif bagikelompok ekonomi marginal terkait akses ekonomi informaldan formal di tingkat nasional dan lokal sebagai pelaksanaandari Undang-Undang tentang Usaha Mikro Kecil danMenengah (UMKM)c. Pemetaan potensi ekonomi kreatif serta harmonisasi dansinkronisasi regulasi dan kebijakan ekonomi kreatif.d. Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dan kebijakanpengelolaan SDA di tingkat nasional dengan lokal.e. Perubahan arah prioritas pembangunan untuk wilayah luarJawa dan daerah tertinggal yang berbasis regionalf. Percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataankesejahteraan, dan pemerataan pelayanan dasar di KawasanTimur Indonesia (KTI) dan mempertahankan momentum diKawasan Barat Indonesia (KBI).g. Pemerataan dan percepatan pembangunan daerahtertinggal dan terpencil, kawasan perbatasan, terluar danterdepan.h. Penyempurnaan dan penguatan peraturan dan kebijakanpembangunan daerah tertinggal, kepulauan dan daerahperbatasan.i. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pelayanandasar dan pelayanan publik di luar Jawa dan daerahtertinggal, serta kapasitas sumber daya manusiapemerintahan tingkat desa di luar Jawa, daerah tertinggaldan daerah perbatasan.j. Penyediaan fasilitas kredit untuk usaha sektor ekonomiinformal.k. Penyempurnaan perundang-undangan tentang masyarakatadat dan hak ulayat.
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l. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan tata perijinan danpengelolaan SDAm. Pengembangan bentuk-bentuk pengelolaan SDA yangmelibatkan secara adil dan seimbang pemerintah,masyarakat dan swasta yang memperhatikan peta geografis(Peta Dasar Indonesia) dan peta administrasikabupaten/kota.n. Pengembangan wilayah Maritim IndonesiaAspek Sistem dan Mekanismea. Pembuatan standarisasi pendataan penduduk miskinberdasarkan lokalitas (desa-kota-pesisir-hutan), tingkatkerentanan (rentan ekonomi, kesehatan, pendidikan, danlain-lain), serta perbaikan koordinasi antar K/L yang terkaitpendataan penduduk, penanganan daerah tertinggal danpengurangan kemiskinan di tingkat nasional dan lokal.b. Peningkatan fungsi dan peran lembaga yang menanganidaerah tertinggal.c. Peningkatan fungsi dan peran lembaga terkait ekonomid. institusi penyedia peta geospatial.e. Penguatan kelembagaan pada tingkat desa sebagaiimplementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.f. Percepatan kreatif.g. Penguatan pembuatan peta dasar one map Indonesia.h. Pembenahan data penduduk miskin berdasar lokasi (desa-kota-pesisir-hutan) dan tingkat kerentanan khusus (rentanekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).i. Pembenahan data kesenjangan penduduk di tingkatdesa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dannasional. Perbaikan infrastruktur wilayah tertinggal di luarJawaAspek Kapasitas SDMa. Mendorong penguatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan
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sumber daya alam dan kemaritiman.b. Mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayahc. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dari masyarakatuntuk mendorong kemampuan akses sumberdaya ekonomidan sumber daya alam (SDA).d. Penguatan kapasitas pembuat kebijakan ekonomi terkaitakses ekonomi yang adil pada semua masyarakat di tingkatnasional dan lokal.e. Peningkatan kapasitas aparat keamanan dan hukum terkaitsengketa dan konflik SDA.
3. Peningkatan Revitalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan

dan Karakter Bangsa dengan Mendorong Koordinasi
Kelembagaan yang Lebih Kuat, ditempuh dengan strategi:Aspek Regulasi dan Program Pembangunana. Pemetaan dan identifikasi nilai-nilai dasar termasuk nilai-nalai yang berasal dari kebudayaan-kebudayaan yang ada diIndonesia untuk memperkuat harga diri bangsa, karakterdan wawasan kebangsaan serta daya saing bangsa.b. Harmonisasi dan kompilasi konsep-konsep pembangunanbudaya, karakter bangsa dan  wawasan kebangsaan dariberbagai kementeriaan/lembaga pemerintah.c. Internalisasi tafsir baru atas nilai-nilai Pancasila yang sejalandengan tuntutan demokrasi dan HAM global, namun tetapbepijak pada koridor UUD 1945, NKRI, dan Bhineka TunggalIka.d. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan antidiskriminasi.e. Pembentukan kelembagaan pusat pendidikan wawasankebangsaan dan karakter bangsa.f. Evaluasi dan revisi kebijakan, paradigma, sistem dandiseminasi model pembelajaran demokrasi, melalui jalurpendidikan formal dan non-formal.
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Aspek Sistem dan Mekanismea. Meningkatkan daya deteksi dini dan cegah dini aparaturterhadap ideologi radikal yang ingin mengganti Pancasiladengan ideologi lain dalam rangka kewaspadaan nasionaldan bela negara.b. Pengembangan sistem pengetahuan kewarganegaraan yangdinamis melalui pengembangan dan pemanfaatan mediainteraktif yang memiliki jangkauan luas;c. Pembangunan pusat-pusat pendidikan kebudayaan yangbertitik berat pada internalisasi nilai-nilai kemandirian,keberagaman, cinta tanah air, cinta damai, tanggungjawabdalam kelompok-kelompok masyarakat sipil, termasukkelompok-kelompok marginal.d. Mendorong terbentuknya center of excellence yang menjadicikal bakal munculnya kelompok professional yang mandiri,kreatif, berintegritas tinggie. Pengembangan substansi Pendidikan kebudayaan dankarakter bangsa di lingkungan pendidikan formal daninformal di semua jenjang pendidikan.f. Pengembangan metode penanganan konflik sosial.g. Pengintegrasian nilai-nilai wawasan kebangsaan danpendidikan budi pekerti dalam pendidikan demokrasi (civic
education)h. Penyusunan gagasan/konsep Democracy Trust Fund (danaabadi demokrasi/DAD)i. Pencanangan pilot project dan inisiasi percontohanKomunitas Berkarakter.Aspek Kapasitas SDMa. Penguatan kapasitas masyarakat tentang mekanisme deteksidini dan cegah dini dalam pemeliharaan perdamaian.b. Meningkatkan peran dan kapasitas pengawasan danevaluasi  Kementerian Dalam Negeri terhadap berbagaiperaturan daerah yang dinilai diskriminatif.
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c. Menyelenggaraan pendidikan multikultural yang berbasispada penghargaan dan pengakuan (recognition) terhadapperbedaan tradisi/adat budaya dan nilai/pengetahuan lokal(local wisdom), perbedaan agama, dan penghormatanterhadap hak asasi manusia, bagi  politisi, birokrat eksekutifdan yudikatif, LSM,  pimpinan adat dan agama di tingkatpusat maupun di daerah, di lingkup pendidikan formal daninformal di semua jenjang pendidikan.d. Pengembangan sistem reward and punishment yangmendukung munculnya generasi yang lebih berbudaya danberkarakter serta beretika tinggie. Peningkatan peran mediamassa yang berkeadilan sehinggadapat memainkan peranan asasinya sebagai sumberinformasi yang mencerdaskan masyarakat dalam rangkamempertahankan keutuhan NKRI.f. Pelaksanaan pendidikan politik untuk kalangan perempuan,pemuda, pelajar, dan organisasi kemasyarakatan untukmeningkatkan partisipasi politik dalam proses pembentukankebijakan publikg. Pendidikan Wawasan kebangsaan dan karakter bangsauntuk aparatur negara;h. Penguatan wawasan kebangsaan terhadap kekayaan sumberdaya alam sebagai satu kesatuan wilayah nusantara.i. Penguatan karakter kebangsaan yang dapat mengurangieksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkunganhidup.j. Pendidikan demokrasi di lembaga pendidikan formal, non-formal dan informal (keluarga)k. Sosialisasi dan internalisasi Pendidikan Demokrasi yangterintegrasi dengan nilai-nilai wasbang dan budi pekerti dilingkungan CSO, swasta, media, dan birokrasi (TNI/Polri danPNS).l. Diseminasi nilai-nilai demokrasi bagi masyarakat dikawasan perbatasan dan kelompok marginal.
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4. Pengembangan Sistem Hukum yang Adil sesuai dengan
Dinamika Sosial, Ekonomi, Politik dan Budaya, ditempuhdengan strategi:Aspek Regulasi dan Program Pembangunana. Pembentukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 7tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang tentang perlindungan dan pengakuan hak-hakmasyarakat adat, perbaikan Undang-Undang tentangPemilihan Umum, Partai Politik, Undang-Undang tentangPemerintahan Daerah, Undang-Undang tentangPerimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman,Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.b. Harmonisasi dan sinkronisasi substansi hukum mengenailembaga-lembaga pembuat dan pelaksana hukum.c. Menuntaskan perbaikan substansi hukum KUHAP, KUHP danUndang-Undang terkait lainnya, KUHPerdata danKUHAPerdata.d. Pembuatan peraturan dan kebijakan tentang mekanismepenyelesaian kasus di tingkat desa dan alternatifpenyelesaian perkara di luar pengadilan.e. Harmonisasi dan sinkronisasi mekanisme lokal denganmekanisme hukum formal pengadilan.f. Penyusunan revisi undang-undang yang mengaturpemberian sanksi yang lebih berat bagi aparatur pembentukdan pelaksana hukum yang melakukan tindakan korupsi,kolusi dan nepotisme.Aspek Sistem dan Mekanismea. Penyusunan mekanisme pemberian reward bagi masyarakatyang membantu penegakan hukum.b. Optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa yang terkait dengan penyelesaiansengketa oleh lembaga adat.
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Aspek Kapasitas SDMa. Pendidikan tertib hukum bagi masyarakat, kelompok muda,perempuan dan  kelompok minoritas, antara lain melaluimedia interaktif dan menjangkau masyarakat luas.
5. Pengaturan Tatakelola Sistem Keamanan dan Ketertiban

Dalam Negeri untuk PemeliharaanSituasi Damai , ditempuhdengan strategi:Aspek Regulasi dan Program Pembangunana. Pembuatan undang-undang terkait sektor keamanan sepertiUndang-Undang tentang Keamanan dan Ketertiban DalamNegerib. Pembuatan petunjuk tehnis pelaksanaan yang terintegrasibagi aparat keamanan/aparat pemerintah dalampenanganan konflik sebagai bentuk penjabaran dari UUNomor  7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.c. Pembuatan rencana operasi terpadu/gabungan pada wilayahrentan konflik kekerasan sebagai turunan teknis dari juklak.d. Pembuatan dan penyempurnaan peta potensi kerawanandan potensi konflik di tingkat nasional dan daerah.e. Pembuatan protap tentang pengamanan dan penertibanmasing-masing daerah oleh kepala daerah.f. Penguatan paraturan perundangan dan regulasi dalampenanggulangan terorismeAspek Sistem dan Mekanismea. Pengembangan sistem dan penguatan kapasitas danintegritas, serta pendayagunaan pemolisian masyarakatuntuk pencegahan konflik.b. Optimalisasi peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)dan CSO dalam pengawasan profesionalisme Polri.c. Penyusunan mekanisme pelibatan lembaga non-pemerintah,negara asing dan lembaga internasional dalam penanganankonflik sosial.
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d. Penyusunan strategi perlawanan terhadap cyber ware. Optimalisasi sistem deteksi diniAspek Kapasitas SDMa. Penguatan kapasitas pengetahuan dan skill dari aparatkeamanan dalam pencegahan dan penghentian konflik,termasuk pelaksanaan latihan bersama secara terpadutentang penanganan konflik.b. Peningkatan peran pembinaan teritorial TNI dalampendeteksian konflik sosial dalam masyarakat.c. Peningkatan pembinaan Polri dalam penanganan konfliksosial;d. Peningkatan kapasitas kepala daerah dalam penanganankonflik sosial.
6. Penguatan Peran Lembaga-Lembaga Demokrasi, ditempuhdengan strategi:Aspek Regulasi dan Program Pembangunana. Evaluasi kritis atas kebijakan dan peraturan pemerintahyang tidak sejalan dengan prinsip dan norma demokrasi.b. Pengaturan pembiayaan kampanye partai politik dalampemilu melalui APBN/D dan non APBN/D.Aspek Sistem dan Mekanismea. Penguatan lembaga-lembaga demokrasi (negara danmasyarakat) di tingkat pusat dan daerah.b. Membangun kemitraan antara pemerintah, CSO, dunia usahadan media nasional dalam penguatan demokrasi.c. Pembangunan kelembagaan Litbang yang mendukungpelaksaanaan demokrasi di pusat dan daerah.d. Penguatan organisasi partai politik, kaderisasi, rekruitmendan pengelolaan keuangan partai untuk membentuk partaipolitik modern.
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e. Pengembangan dialog publik tentang demokrasi danwasbang di tingkat masyarakat, swasta, dan aparatur negara.
7. Pengembangan Nilai-Nilai Luhur Budaya

Nasional yang menguatkan Persatuan dan
Kesatuan, ditempuh dengan strategi:Aspek Regulasi dan Program Pembangunana. Perbaikan kebijakan pemerintah tentang kebudayaannasional.b. Identifikasi nilai dan ekspresi budaya luhur Nusantarauntuk Rekonseptualisasi kebudayaan Indonesia.c. Pengkajian strategis tentang pengembangan SDM Indonesiaberbasis pada kebudayaan Indonesia baru.Aspek Kapasitas SDMa. Pengenalan dan kampanye konsep kebudayaan Indonesiayang baru melalui kolaborasi masyarakat, pemerintah dandunia usaha.

1.2.3.4 Kerangka PendanaanKerangka Pendanaan yang diperlukan dalam pembangunanlintas bidang Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsadalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa adalahsebagai berikut:1. Pendanaan isu strategis sub-bidang politik dalam negeribersumber dari anggaran sesuai ketentuan dalam RAPBN 2015-2019, terutama pendanaan yang berasal dari rupiah murni.2. Pendanaan sejumlah isu sub-strategis dapat berasal darikerjasama dengan mitra pembangunan, sebagai pelengkap dariRAPBN 2015-2019 sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturanperundangan yang berlaku.3. Pendanaan juga bisa dibangun melalui kerangka bantuanmasyarakat sipil dan swasta untuk melakukan kegiatan-kegiatandukungan demokrasi, dalam bentuk dana perwalian (trust fund)yang dikelola oleh organisasi masyarakat sipil untuk organisasimasyarakat sendiri.
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1.2.3.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka KelembagaanDalam rangka untuk mendorong dan mengatur perilakumasyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mendukungpelaksanaan pembangunan lintas bidang ini, perlu ditelaah dan dikajilebih lanjut semua peraturan perundangan terkait agar tidak bersifatkontra produktif bagi pencapaian arah kebijakan dan strategipencapaian yang sudah ditetapkan.Pembangunan lintas bidang Pemantapan WawasanKebangsaam dan Karakter Bangsa dalam Rangka MemperkuatPersatuan dan Kesatuan Bangsa ini akan dilaksanakan masing-masingoleh kementerian/lembaga terkait, dan satuan kerja pemerintahdaerah provinsi dan kabupaten. Pada sisi lain, saat ini telah banyakprakarsa dan ide pemantapan wasabang dan karakter bangsa  yangtelah dilakukan oleh berbagai tokoh masyarakat dan masyarakat sipil,tidak saja berasal dari pusat, tetapi juga dari daerah. Kesemua inisiatiftersebut harus berjalan sinergi satu sama lain. Hal ini perlu dilakukanmengingat akar masalah ancaman pada persatuan dan kesatuan yangsifatnya tidak tunggal dan bahkan rumit, sehingga tidak dapatdiselesaikan hanya oleh satu kementerian, dan atau pemerintah pusatsaja, tetapi harus dilakukan bersama oleh pemerintah pusat,pemerintah daerah, kerja sama dengan seluruh pemangku kepentinganyang ada di seluruh tanah air. Oleh karenanya, diperlukan penguatankelembagaan yang tepat yang dapat mensinergikan penyusunanrencana, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pelaksanaanpambangunan lintas bidang ini.
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